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ABSTRAK 
Isman Triadnan ( E211 13 514 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di 
Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Xi + 88 
Halaman + 2 Gambar +  6 Tabel + 23 Kepustakaan + 28 Lampiran 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan 
desa di Desa Sampulungan berdasarkan akuntabilitas finansial yang berdasarkan 
data laporan realisasi APBDesa tahun 2016.  
Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan 
desa berdasarkan akuntabilitas finansial.Indikator akuntabilitas finansial yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah indikator akuntabilitas finansial yang di 
kemukakan oleh Hapwood, Thompkins juga Elwood, yang terdiri atas 5 indikator 
yaitu ekonomis, efisien, efektif, laporan dan pemberian informasi. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekonomis, efisien, efektif, laporan dan 
pemberian informasi selama satu tahun terakhir tahun 2016 menunjukkan belum 
sepenuhnya menerapkan akuntabilitas finansial terhadap pengelolaan keuangan 
desa pada tahun 2016. Laporan realisasi APBDesa sebagai Pertanggungjawaban 
kepada masyarakat melalui media tertulis atau media online belum ditemukan 
atau dapat diakses oleh masyarakat desa sampulungan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial Pemerintah Desa dalam pengelolaan 
keuangan desa ditinjau dari pertanggungjawaban kepada masyarakat desa belum 
cukup akuntabel dalam hal laporan kepada masyarakat. 
Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa. 
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ABSTRACT 
Isman Triadnan. 2017, the Financial Management Accountability 
Sampulungan Village in the Village District of North Galesong Takalar.,Xi + 
88 Pages + 2 Images + 6 Tables + 23 Library + 28 Attachments 
Research Objectives The singer is to review the accountability measure Financial 
Management in the village village Sampulungan based financial accountability 
Yang based data APBDesa Realization Report 2016. 
Singer study using Financial Management Theory Regarding accountability 
accountability finansial.Indikator village based financial accountability Used 
hearts singer research is financial accountability indicators Yang pointed out by 
Hapwood, Elwood Also Thompkins, which consists differences Economic 
Indicators 5 Namely, the process is efficient, effective, reports Dan Provision of 
information. Based on the research findings of CAN concluded that Economical, 
efficient process, Effective, Reports and Provision of information during the last 
Year One in 2016 shows yet fully checklists Verify financial accountability 
village Against Financial Management ON Year 2016. Realization Reports 
Accountability APBDesa as shown to the 'society through written Media OR 
Media online yet discovered OR accessed by sampulungan Village Community. 
Singer Research shows that financial accountability hearts Village Government 
Financial Management is reviewed village From Accountability shown to the 'Not 
Enough accountable villagers hearts It reports shown to the' society. 
Keyword : Accountability, Village Financial Management  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Istilah desa dewasa ini identik dengan masyarakatnya yang miskin, 
tradisionalis dan kolot, namun sebenarnya desa memiliki keluruhan dan kearifan 
lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan 
berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme 
pemerintahan seta norma sosial masing-masing. Pada tahun 2015 di Indonesia 
memiliki 74.754 desa. Jumlah demikian berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 
2015 tentang Kode dan Data Wilayah  Administrasi Pemerintahan. 
Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik 
yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua 
proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area 
lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-
sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik (Dwipayana,2003:5). 
Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan 
akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan 
partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta 
mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah 
dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat- 
masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui 
pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang 
paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat 
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pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu, otonomi desa 
benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. 
Desa dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan 
daerah, bahwasanya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan 
nasional dan berada didaerah kabupaten, keberadaan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  telah mengatur desentralisasi di 
Negara Republik Indonesia, dimana undang-undang ini telah memberi 
kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.  Pemberian 
otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keluasaan 
(diskresi)  kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah 
secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian 
wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan 
yang kuat.   
Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka 
perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh 
desa yang khususnya berasal dari pemerintah atasnya, yaitu pemerintah daerah 
kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Otonomi adalah 
istilah asing yang paling dekat pengertian kepada swastara, mungkin tidak 
sinonim, tetapi seperti yang telah diterapkan hakikatnya adalah sama. Bahwa 
otonomi telah melahirkan antuisme yang luar biasa di tingkat desa, bukan berarti 
tidak ada persoalan yang muncul dari desa berasal dari internal desa. Pertama 
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kuatnya tokoh direpresentasikan oleh kepala desa seringkali menjadi hambatan 
serius demokratis desa. Tampilnya kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam 
pemerintahan desa bersama dengan pembantunya semua itu adalah pelaksanaan 
penyelenggara urusan pemerintah desa. Kedua kehadiran badan permusyawaratan 
desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan desa secara formal memang melahirkan 
harapan baru demokrasi desa. Masyarakat sangat berharap BPD sebagai alat 
kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa (Surianingrat, 1067, h. 81) 
Selain itu juga desa masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tentunya 
khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan 
mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan desa (Kalimandanu,2014). 
Adapun yang mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan 
Irwan (2006,96). Menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh 
pemerintahan desa pada umumnya yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang 
dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) belum sempurnanya kebijakan 
pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, seakan dikeluarkan beberapa 
peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa 
aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebaga operasional.(3) 
Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada 
kurangnya sinkronisasi dan output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan 
dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. 
Menurut tim penyusun naskah akademik rancangan undang-undang tentang 
desa bahwa pasal 20 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Anggota BPD adalah 
wakil dari penduduk desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara 
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musyawarah dan mufakat memunculkan distorsi berupa terjadinya penunjukan 
anggota BPD secara elitis tanpa melibatkan masyarakat luas sehingga terpilih 
orang-orang yang dekat dengan kepala desa. 
Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka menjadi penting adanya 
suatu mekanisme kontrol (check and balance) yang perlu ditegakkan dalam proses 
penyelenggaran pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa, sehingga tidak satu komponen atau unsur pun yang memegang kekuasaan 
secara absolut. Oleh karena itu, saya berfikir bahwa salah satu mekanisme yang 
dapat ditempuh atau digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk 
pemerintahan daerah adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem struktur 
penyelengaraan pemerintahan khususnya, dalam menata dan mengendalikan 
organisasi dan staff pemerintahan melalui penekanan dan prioritas fungsi tugas 
pemerintahan seperti; apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi dan tugasnya 
sehingga nantinya akan tercermin dalam perilaku dan budaya kerja pemerintahan. 
Seiring berjalannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka 
terbentuklah  Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, 
dimana dalam UU tersebut mendapatkan kucuran dana maksimal sebesar 1 M 
untuk kemandirian desa. Dana yang diberikan oleh dana desa sangatlah bervariasi, 
dimana pemberian dana tersebut melihat dari luas wilayah desa dan banyaknya 
jumlah penduduk. Adapun variasi dana yang diberikan pemerintah sebesar 1-1,4 
M. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, maka disebutkan 
bahwa dana desa yang akan dikucurkan langsung kepada pemerintah desa 
bersumber dari APBN.  
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Dengan disahkannya UU yang mengatur tentang pemberian dana 1 M ke 
desa secara langsung maka timbullah pro dan kontra di kalangan masyarakat, 
dimana banyak sekali yang tidak setuju akan adanya pemberian dana sebesar 1 M 
secara langsung kepada kepala desa. Hal ini disebabkan pola pengawasan yang 
masih sangat lemah, bisa saja dana sebesar itu disalahgunakan oleh kepala desa 
untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan yang lain hal semacam inilah 
yang ditakutkan oleh kalangan masyarakat. Ada juga yang setuju dengan 
pemberian langsung dana sebesar 1 M, pemberian dana ini guna percepatan 
pembangunan daerah yang seyogyanya pembangunan daerah diawali dari 
kemandirian desa. Jika pembangunan dan kemandirian desa sudah terlaksana 
maka secara otomatis kemajuan suatu daerah akan terlihat, hal ini juga untuk 
menjawab UU tentang desentralisasi, dimana daerah diberi kewenangan yang 
seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri. 
Permasalahan yang muncul saat ini khususnya di negara kita Indonesia  
selalu diakibatkan karena para aparat belum sepenuhnya menerapkan sistem 
akuntabilitas yang baik dan menjadi sangat menonjol serta menjadi satu karakter 
yang mendominan dalam budaya administrasi birokrasi dalam sektor publik. 
Permasalahan demikian yang menjadi akibat belum sepenuhnya menerapkan  
akuntabilitas itu antara lain semakin meluasnya praktik-praktik patologi birokrasi 
seperti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang cenderung menjadi karakter 
tipikal yang melekat. Berkembangnya berbagai patologi birokrasi menunjukkan 
bahwa kualitas birokrasi berada pada tingkat yang relatf rendah. Hasil survey 
lembaga-lembaga internasional seperti PERC (Political andEconomic Risk 
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Consultancy) menyebutkan bahwa pada tahun 2008, Indonesia menduduki posisi 
ke-3 dengan nilai tingkat korupsi 7,98 setelah Filipina (tingkat korupsi9,0) dan 
Thailand (tingkat korupsi 8,0). Selanjutnya angka tingkat korupsi Indonesia 
semakin meningkat ditahun 2009 dibanding tahun 2008 dengan mendapat nilai 
korupsi 8,32. Pada tahun 2010 nilai tersebut meningkat lagi menjadi 9,07 dan 
menempatkan Indonesia menjadi negara terkorup dibanding dengan 16 negara 
Asia Pasifik lainnya. Patologi menjadi penyakit terhadap birokrasi administrasi 
yang menyebabkan kualitas birokrasi menurun akibat prinsip-prinsip akuntabilitas 
masih belum diterapkan sepenuhnya.  
Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul 
akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, 
baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologika. 
Kesempatan yang selalu menjadi peluang bagi aparat birokrat terjerumus dengan 
hal-hal yang terkait dengan patologi dan kadang tanpa sengaja menjadi sebuah 
perkara yang mengarah pada penyakit ini. Keadaan seperti inilah yang menuntut 
para aparat birokrat untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban. 
Menilik banyaknya penyakit yang melekat pada birokrasi, maka dari itu 
diperlukan adanya suatu penanggulangan untuk memperbaiki birokrasi agar lebih 
baik, cepat tanggap dan mampu merespon apa yang menjadi kepentingan 
masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi birokrasi 
atau bahasa lainnya menyembuhkan penyakit-penyakit kronis yang melekat pada 
birokrasi yaitu, mengembangkan kebijakan pembangunan birokrasi yang holistis 
(menyeluruh) agar mampu menyentuh semua dimensi baik itu sistem, struktur, 
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budaya, dan perilaku birokrasi; mengembangkan sistem politik yang demokratis 
dan mampu mengontrol jalannya pemerintahan dengan maksud agar pemerintah 
lebih transparan, tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan 
masyarakat dengan mudah mengakses informasi publik; mengembangkan 
birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti, e-government, e-
procurement untuk mempermudah interaksi antara masyarakat dengan para 
pemberi layanan. Akan   tetapi sistem berbasis teknologi tersebut tetap perlu di-
monitoring dan dikawal terkait dengan pengimplementasiannya guna 
meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan birokrasi. 
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Wamen PAN-RB) Eko Prasojo menyebutkan tiga indikator untuk mengetahui 
birokrasi dianggap baik, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, bebas 
korupsi dan akuntabilitas kinerja. “Tiga indikator utama dalam mengukur 
birokrasi yang dinilai baik yakni, peningkatan kualitas pelayanan publik yang 
dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat, ’free corruption’ atau bebas KKN 
yang dapat diukur berdasarkan integritas dan indeks persepsi korupsi masyarakat 
serta ’performance akuntability’ atau akuntabilitas kinerja yang bisa dilihat dari 
nilai laporan akuntabilitas kinerja dari pemerintah”. 
Seperti yang disebutkan oleh wakil menteri pendayagunaan aparatur negara 
dan reformasi birokrasi mengatakan birokrasi yang baik adalah salah satunya 
yaitu Akuntabilitas kinerja. Artinya setiap aparatur harus menerapkan 
akuntabilitas untuk memenuhi kriteria birokrasi yang baik. Sehingga penerapan 
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prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas birokrasi, khususnya pengelolaan 
keuangan desa yang menjadi fokus penelitian ini. 
Berkenaan dengan upaya menjamin akuntabilitas di dalam birokrasi publik, 
Dendhardt (1998:18) mengatakan bahwa pada umumnya literatur mengenai 
akuntabilitas di satu pihak menyebutkan tentang pentingnya kualitas subjektif, 
berupa rasa tanggung jawab para pejabat publik dan di lain pihak banyak yang 
menyebutkan pentingnya kontrol struktural untuk menjamin pertanggungjawaban 
tersebut. 
Mengingat pentingnya akuntabilitas pengawasan aparatur birokrasi yang 
mengawasi segala penggunaan dana anggaran untuk menjamin akuntabilitas 
dalam menjalankan program pemerintah demi memajukan kehidupan bangsa. 
Sehingga akuntabilitas sekaligus menjadi solusi  dalam pengelolaan keuangan 
desa. Akuntabilitas bermaksud untuk menegaskan prosedur pengelolaan dana desa 
tersebut harus melalui proses adminstrasi yang selalu pada jalur yang benar. 
Sehingga penggunaan atau pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan 
dengan baik. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Setelah mengetahui dan memahami gejala dan fenomena dari latar belakang 
yang dijelaskan sebelumnya, maka pada penelitian ini dirumuskan masalah dalam 
bentuk pertanyaan, yaitu “Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  
yang di tinjau dari akuntabilitas finansial yakni efektif , efisien dan ekonomis di 
Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas 
pengelolaan keuangan desa ditinjau dari akuntabilitas finansial di Desa 
Sampulungan.Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Sebagai sumbangsih pemikiran bagi dunia akademik serta sebagai bahan 
pengembangan ilmu sesuai dengan bidang penelitian. 
b. Manfaat Praktis 
Sebagai bahan referensi dalam karya tulis ilmiah mengenai akuntabilitas 
dalam pengawasan atau metode-metode penelitian, serta sebagai 
implementasi ilmu yang diperoleh penulis dari bangku kuliah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Good Governance 
A. Governance  
Konsep Good governance bukanlah konsep baru,  konsep governance sama 
luasnya dengan paradaban manusia, salah satu pembahasan tentang good 
governance dapat di telusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan, 2004:223) 
governance merupakan sebuah terminology yang digunakan untuk mengganti 
istilah government, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan 
administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. 
 Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah 
pengunaan wewnang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-
urusan negara pada semua tingkat. Tata Pemerintahan mencakup seluruh 
mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok 
masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, 
memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. 
 Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pegelolaan 
sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengeruh sektor negara dan 
sektor nonpemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan 
banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat  dominan yang 
menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminology governance 
membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. 
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Governance mengakui bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak pusat 
pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. 
 Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana 
keputusan itu diimplementasikan, maka analisis governance difokuskan pada 
faktor-faktor formal dan informal yang terlibat pengambilan keputusan dan serta 
struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi 
keputusan. Governance dapat di gunakan dalam beberapa konteks seperti 
corporate, gavernance, international governance, national governance dan local 
governance. 
 Menurut Kooiman (Setyawan, 2001:224) mengatakan governance 
merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan 
masyarakat dalam bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan 
intervensi dari pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance 
merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institus melalui 
warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi 
perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal 
mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola 
sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini 
good governance memiliki hakekat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan 
wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada 
pemerintahan hukum.  
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B. Good Governance 
Istilah good Governance berasal dari  induk bahasa Eropa latin, yaitu 
gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer 
(menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). 
Penggunaan  utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah to rule with  authority, 
atau memerintah dengan kewenangan . 
Pengertian good governane di atas merupakan sesuatu pemahaman atau 
pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Good governance 
sebenarnya mempunyai makna dengan kepengelolaannya atau kepengarahannya 
yang baik bukan pemerintahan yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai 
perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain 
yang diperkenalkan oleh lembaga administrasi negara dan badan pengawasan 
keuangan dan pembangunan. 
 Pengertian good governance menurut (Mardiasmo, 1998:18) adalah suatu 
konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh 
pemerintahan yang baik. Lebih lanjut menurut bank dunia yang dikutip (Wahab, 
2002:34) menyebut good governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan 
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab  sejalan dengan 
demokrasi dan pasar yang efisien penghindaraan salah alokasi dan investasi yang 
langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, 
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi 
tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan 
13 
 
 
good governance sebagai hubungan sinerjif dan konstruktif di antara negara, 
sektor dan masyarakat (Effendi, 1996:47). 
Berkaitan dengan good governance, Mardiasmo (Tangkilisan, 2005:115) 
mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk 
menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan 
yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan 
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip 
demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara 
administrasi. 
Tuntutan birokrasi yang berkaitan dengan aparatur negara adalah perlunya 
mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan 
perpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan menurut dipraktekkannya prinsip good governance. 
Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP), tata 
pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi 
guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan 
mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan 
kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-
perbedaan di antara mereka. Jelas bahwa good governance adalah masalah 
pertimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. 
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Menurut UNDP (United Nation Development  Program) mengemukakan 
bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan 
yang baik (good governance) adalah sebagai berikut. 
1) Partisipasi 
Setiap orang atau warga negara baik laki-laki maupun perempuan harus 
memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara 
langsung maupun melalui lembaga, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya 
masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan 
kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara 
konstruktif. 
2) Aturan hukum (Rule Of Law) 
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan 
ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama tentang aturan hukum 
tentang hak asasi manusia. 
3) Transparansi 
Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi 
berbagai proses, kelembagan dan informasi harus diakses  secara bebas oleh 
mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus disediakan dengan secara 
memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai monitoring 
dan alat evaluasi. 
4) Responsive 
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani 
berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). 
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5) Berorientasi consensus (Consensus Orientastion)  
Pemerintah yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penengah 
(mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus 
atau kesepakatan yang baik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika 
mungkin juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan 
ditetapkan pemerintah. 
6) Berkeadilan (equity) 
Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik 
terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan 
dan memelihara kualitas hidupnya.  
7) Efektivitas dan Efisiensi. 
Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan 
sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang 
sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia. 
8) Akuntabilitas  
Para pengambilan keputusan (Decision makers) dalam organisasi sektor 
pelayanan, dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban 
(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada 
para pemilik (stakeholders). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, 
tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat 
eksternal. 
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9) Bervisi strategis 
Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang luas dan jangka 
panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) 
pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk 
pembangunan tersebut mereka juga memahami aspek-aspek histories, kultur dan 
kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka. 
10) Saling keterkaitan. 
Bahwa keseluruhan ciri good governance tersebut di atas saling 
memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, informasi 
semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan 
semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi 
yang semakin luas akan berkontribusi kepada  dua hal yaitu terhadap pertukaran 
informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan dan memperkuat 
keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat 
legitimasi keputusan yang kuat pada gilirannya akan mendorong  efektifitas 
pelaksanaannya. Kelembagaan yang responsive harus transparan dan berfungsi 
sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar 
keberfungsiannya itu dapat bernilai dan berkeadilan. 
Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus 
dipenuhi dalam pelaksanaan pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan 
kontrol dan pengendalian, yakni suatu pemerintahan yang baik agar cara dan 
penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stake 
holders. 
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Winarno (2002:53) menyebutkan sebenarnya Good Governance berkenaan 
dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata  dan bagaimana tatanan 
tersebut berproses jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan 
rencana apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. 
Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai 
kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada di dalam 
organisasi publik Sehingga dalam penyelenggaraan good governance didasarkan 
pada kinerja organisasi publik yaitu responsivitas (responsivinies), responsibilitas 
(responsibility), dan akuntabilitas (accountability). 
Penerapan good governance kepada pemerintah adalah ibarat warga negara 
memastikan bahwa mandat, wewenang, hak dan kewajiban telah dipenuhi sebaik-
baiknya. Di sisi lain pula kita melihat bahwa arah ke depan good governance 
adalah pemerintahan yang proposional, bukan dalam arti pemerintah yang 
dikelola oleh para teknokrat, oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi 
profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mampu 
mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam pelaksanaannya 
berdasarkan etika dan moralitas yang tinggi. 
Agenda selanjutnya adalah good governance sebuah upaya baik untuk 
meningkatkan pemerintah di setiap tingkat, namun demikian, harus disadari 
tujuan dari good governance untuk menjalankan pekerjaan pemerintah yang baik 
yang bersih berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan 
atau penyelewengan dalam pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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2.1.2 Akuntabilitas 
A. Pengertian Akuntabilitas. 
Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi 
publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga 
legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa 
arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep 
seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat 
dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan 
yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai 
keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari 
administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-
pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, 
perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. 
Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan 
dan adanya pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan 
kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan 
pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam 
mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat 
dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. 
Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola 
pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan, akan tetapi 
hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat 
sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah 
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pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk 
memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar 
dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana 
diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. 
Akuntabilitas publik juga dapat diartikan suatu bentuk pertanggungjawaban 
atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan terhadap 
orang atau badan yang berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan 
keuangaan desa tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi 
daripada kegiatan operasional suatu perusahaan. Akuntabilitas adalah suatu 
pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh 
masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di 
dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas 
birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang 
telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. 
Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat 
dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara 
periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan 
karena sukarela. 
Menurut Mardiasmo (2002:20) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” 
menyatakan bahwa; ”Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang 
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
20 
 
 
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. 
Makna atau pengertian akuntabilitas dilihat dari aspek manajemen 
pemerintah adalah sebagai berikut: 
Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, 
seperti yang dikutip oleh Ihyaul Ulum MD (2004:40) dalam bukunya ”Sebuah 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik”, “Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”. 
Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada 
masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja 
pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 
dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga 
publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk 
kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 
periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan 
pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan.Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi 
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subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak 
untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. 
 
B. Jenis-Jenis Akuntabilitas. 
Menurut Ihyaul Ulum (2004:41) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”, 
mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan dan 
akuntabilitas kinerja. 
1) Akuntabilitas Keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan 
pertanggungjawaban mengenai: 
a) Integritas Keuangan. 
Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, 
kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan 
kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau 
kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. 
Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka 
mengenai laporan keuangan daerah. 
Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung di 
dalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 
disajikan. Penyajian secara wajar yang dimaksud diatas terdapat didalam 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyatakan; “Laporan keuangan 
menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus 
kas”. 
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Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan 
ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.Ketidakpastian 
seperti itu diakui dengan pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan 
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. 
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 
prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak 
dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. 
Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, 
misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau 
pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja 
yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak 
andal.  
b) Pengungkapan 
Konsep full disclosure (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan 
keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi 
yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup 
informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 
pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham 
dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut. 
Pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan 
pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, mengatakan: ”Laporan keuangan 
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.Informasi 
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yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar 
muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan”. 
c) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain; Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan 
Negara, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia, Undang-undang 
APBN, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah 
daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, Ketentuan perundang-undangan yang mengatur 
tentang pelaksanaan APBN/APBD,  dan Peraturan perundang-undangan lainnya 
yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. 
Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan 
pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang 
berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sasaran 
pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, 
dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. 
Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan 
dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, 
informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan 
media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan 
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terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas 
keuangan. 
2) Akuntabilitas Kinerja. 
PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai 
penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk 
penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 
tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan 
adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur 
sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik. 
Tujuan peraturan perundangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk 
memperbaiki sense of accountability di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah.Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran sesuatu yang berkaitan 
dengan tanggung jawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seseorang 
pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai 
misinya. 
Menurut Mardiasmo (2004:21) dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik” 
mengemukakan bahwa, ”Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam, yaitu; 
1)Akuntabilitas Vertikal (vertical accountibility) dan 2)Akuntabilitas Horizontal 
(horizontal accountibility)”. 
2) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas 
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban 
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unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah 
daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan 
pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah 
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah 
pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, 
baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam 
rangka pemenuhan hak-hak publik. 
 
C. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas 
Prinsip-prinsip akuntabilitas secara umum ada 5, yaitu: 
1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk 
melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 
2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber 
daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. 
4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 
yang diperoleh. 
5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen 
instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik 
pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 
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D. Tipe Akuntabilitas 
Menurut Ihyaul Ulum (2004:42) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” 
Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam tipe, di antaranya dapat 
dikategorikan menjadi dua, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. 
1) Akuntabilitas Internal. 
Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan 
negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik 
individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan 
mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik 
maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.Keharusan akuntabilitas internal 
pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 
1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
2) Akuntabilitas Eksternal 
Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk 
mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan 
ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan 
lingkungannya. 
 
E. Dimensi Akuntabilitas Publik. 
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 
terdiri atas beberapa dimensi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh 
Hapwood dan Tomkins juga Elwood yang diterjemahkan oleh Mahmudi 
(2005:10) dalam bukunya “Manajemen Sektor Publik”, bahwa, “Dimensi 
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akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut adalah; 
akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas 
program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial” 
Terciptanya suatu akuntabilitas sangat tergantung pada adanya hubungan 
komunikasi antara atasan dengan bawahan. Akuntabilitas publik juga terkait 
dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa 
yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik 
karena sifat kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada 
indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara 
komprehensif. 
1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum. 
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 
jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber 
dana publik. 
2) Akuntabilitas Manajerial. 
Akuntabilitas manajerial terkait apakah prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi 
akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 
3) Akuntabilitas Program. 
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 
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alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 
minimal. 
4) Akuntabilitas Kebijakan. 
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, 
baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 
terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
5) Akuntabilitas Finansial. 
Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga 
publik, untuk menggunakan uang publik (publik money) secara ekonomi, efisien, 
dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. 
Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan 
menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan 
lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk 
menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.Akuntansi sektor 
publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya 
akuntabilitas finansial. Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian 
informasi. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan 
untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam konteks organisasi sektor 
publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik 
terutama terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Oeh karena itu, kualitas informasi 
berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi dan 
keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan 
akuntabilitas publik. 
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2.1.3 Pengelolaan. 
Definisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan-
perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut 
yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, 
kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Anonim (2002:123), pengelolaan adalah 
arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, 
menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan 
adalah proses, cara, perbuatan mengelola. 
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari 
pengelolaan adalah : 
a. Proses, cara, perbuatan mengelola; 
b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 
c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 
Dalam bahasa inggris Pengelolaan “Management” yang artinya : pengurus, 
tata pimpinan, pengendalian, penyelengaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan 
pengemudian. 
Menurut GR Terry (dalam Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa 
manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan 
untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. 
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Menurut ahli tersebut, fungsi manajemen pada dasarnya mengacu kepada 
inti permasalahan dan tujuan yang sama, yaitu dimaksudkan agar mekanisme 
manajemen dalam melaksanakan berbagai kegiatan dapat mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan dengan berdaya guna, berhasil guna tepat guna. Apabila 
manajemen atau pengelolaa dikaitkan dengan keuangan atau anggaran maka 
pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses atau cara 
mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan 
keuangan dan anggaran. 
 
2.1.4 Keuangan Desa 
Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. 
Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai 
dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselengarakan oleh 
pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan 
pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai APBN. 
Dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan dalam pasal 
1 ayat 10 menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 
Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam UU no 6 tahun 2014 Pasal 
71  bersumber dari : 
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a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota; 
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 
Menurut HAW Widjaja dalam Buku Pemerintahan Desa dan Administrasi 
Desa (2002:121) keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa yang dilakukan 
oleh pemerintah desa yang dipertanggunjawabkan pelaksana kepada desa 
berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai dengan perencanaan. 
Menurut HAW Widjaja dalam Buku Otonomi Desa (2005:133) , keuangan 
desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran 
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga 
diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi 
daerah. 
Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo (2002:105) menyatakan 
prinsip-prinsip yang mendasari adalah : 
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a. Transparansi 
Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota 
masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses 
anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, 
terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. 
Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan 
bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, 
pelaksanaannya. 
b. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa 
proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 
harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada 
BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk 
mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 
c. Value for money 
Value for money prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses 
penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan 
dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas 
tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana 
masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang maksimal (berdaya 
guna) Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus 
mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa, pasal 90 
ayat 2, Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
 
2.1.5 Pengelolaan Keuangan desa 
  Pengelolaan keuangan desa adalah meliputi keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 
2014 tentang desa dalam pasal 93, ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi : 
a. Perencanaan ; 
b. Pelaksanaan ; 
c. Penatausahaan ;  
d. Pelaporan ; dan 
e. Pertanggungjawaban. 
A. Perencanaan 
Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara 
matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal 
kegiatan pembanguan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa 
menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan kewenngannya dengan 
mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 
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B. Pelaksanaan 
Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang 
APBD Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun 
dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa 
harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. 
C. Penatausahaan 
Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan 
desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang 
sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. 
D. Laporan 
Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan 
keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, 
pengawas dan masyarakat. 
E. Pertanggungjawaban 
Tanggung jawab adalah proses di mana semua kegiatan pengelolaan 
keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Pertanggung-
jawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang 
pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara 
pemerintah desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa serta 
disertai dengan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-jawaban 
kepala desa. Peraturan desa tentang pelaksanaan keuangan desa dan keputusan 
35 
 
 
kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa tersebut 
kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1Penelitian Terdahulu 
No Nama peneliti Judul Penelitian Kesimpulan 
1. Pratiwi 
(2011) 
 
Pengaruh Prinsip-
Prinsip Good 
Corporate 
Governance terhadap 
Kinerja Aparatur 
Pemerintahan Kota 
Bekasi. 
Penerapan prinsip-prinsip good 
corporate governance ber-
pengaruh positif terhadap kinerja 
Pemerintah Kota Bekasi sehingga 
dapat disimpulkan penerapan 
prinsip-prinsip good corporate 
governance dapat mewujudkan 
pemerintahan yang baik. 
2. Dina Astuti 
(2014) 
Analisis Penerapan 
Prinsip Transparansi 
Dan Akuntabilitas 
Pada Pengelolaan 
Pajak Reklame Di 
Dinas Pendapatan 
Daerah Kota 
Makassar. 
Dinas Pendapatan Daerah Kota  
Makassar dalam pengelolaan 
pajak reklame telah 
melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya, namun dinas tersebut 
belum dapat dikatakan transparan 
dan akuntabel, melihat masih 
adanya kendala–kendala yang 
dihadapi dinas tersebut. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
 Dimensi Akuntabilitas publik menurut Hapwood dan Tomkin juga Elwood 
yang di terjemahkan oleh Mahmudi (2005:10) dalam buknya “Manajemen Sektor 
Publik”, bahwa, “Dimensi akunabilitas yang harus di penuhi oleh lembaga-
lembaga publik tersebut adalah; Akuntabilitas Hukum dan kejujuran, akuntabilitas 
manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas 
finansial”. 
Dalam penelitian ini, sesuai dengan topik penelitian ini yang digunakan 
adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban 
lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik (publik money) secara 
ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta 
korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan 
publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial 
mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk 
menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntansi sektor 
publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya 
akuntabilitas finansial. 
Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian informasi. Informasi 
merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan 
produk berupa keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan 
yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik terutama terkait dengan 
akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, kualitas informasi berupa keakuratan, 
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transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi dan keandalan informasi akan 
sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik. 
Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik 
akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial yang dilihat 
dari keuangan pemerintah desa dalam menggunakan dana desa secara: 
a. Ekonomis 
Menurut KBBI Online, Ekonomis adalah bersifat hati-hati dalam 
pengeluaran uangpenggunaan barang, bahasa, waktu, tidak boros atau 
hemat. 
b. Efektif 
Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online menjelaskan bahwa, efektif 
adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dan dapat 
membawa hasil. 
c.  Efisien 
Menurut KBBI online , efisien adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam 
menjalankan  sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. 
Jadi, efisien adalah penggunaan sumber daya yang di manfaatkan secara 
optimal untuk tujuan maksimal. 
Secara spesifik untuk pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 93 ayat 1. Pengelolaan 
keuangan desa adalah meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini 
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 
93, ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi : 
a. Perencanaan ; 
b. Pelaksanaan ; 
c. Penatausahaan ;  
d. Pelaporan ; dan 
e. Pertanggungjawaban  
a. Perencanaan 
Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara 
matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal 
kegiatan pembanguan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa 
menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan kewenangannya dengan 
mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.  
b. Pelaksanaan 
Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang 
APBD Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun 
dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa 
harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. 
c. Penatausahaan 
Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan 
desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang 
sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. 
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d. Laporan 
Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari piñatausahaan 
keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, 
pengawas dan masyarakat. 
e. Pertanggungjawaban 
Tanggung jawab adalah proses di mana semua kegiatan pengelolaan 
keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Pertanggung-
jawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang 
pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara 
pemerintah desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa serta 
disertai dengan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-jawaban 
kepala desa. Peraturan desa tentang pelaksanaan keuangan desa dan keputusan 
kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa tersebut 
kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.  
Kerangka pemikiran akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam 
wilayah Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dapat 
digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagamana berikut ini: 
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Gambar 2.1 
Bagan Kerangka Konseptual Penelitian 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan  
pendekatan analisis dekriptif. Husaini dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa 
penelitian dekriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya 
sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang 
melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, 
disimpulkan dan diverifikasi. 
Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek 
penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik dan 
dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa 
uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat 
diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh 
dan komprehensif. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di desa pesisir pantai yang berada di wilayah 
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang berjumlah 1 desa (desa 
Sampulungan).  Lokasi ini bukanlah Sebuah generalisasi untuk menilik penerapan 
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akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di seluruh Indonesia. Melainkan 
hal ini bisa menjadi sumbangsih terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 
desa di desa-desa lainnya. Hal ini sangat perlu menanamkan heterogenitas 
Indonesia terutama dari konteks geografis maupun kultural, yang tidak dapat 
dipandang sebagai suatu keseragaman, melainkan dengan karakteristik khas 
dalam bingkai persatuan. 
 Lokasi Penelitian ini bukan pula merupakan sampel (mewakili daerah 
lainnya di sulawesi selatan) melainkan hanya pertimbangan memperkecil wilayah 
penelitian guna memperoleh hasil yang objektif  dan akurat. Selain itu, lokasi 
penelitian di Kabupaten Takalar ini tepatnya  di Kecamatan Galesong Utara dan 
institusi pemeritahan Kecamatan Galesong Utara Desa Sampulungan. 
 
3.3 Unit Analisis  
Unit Analisis dari penelitian ini adalah organisasi atau pemerintahan yaitu 
pemerintahan di desa sampulungan  kecamatan galesong utara kabupaten Takalar, 
untuk mendeskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di desa yang 
merupakan bagian penting dari pemerintahan. 
 
3.4 Informan 
 Menurut Moleong, “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual”. 
Dan adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu : 
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 Informan Internal  
a. Kepala Desa Sampulungan 
b. Aparat dan Staff  Desa Sampulungan 
c. BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) 
Informan Eksternal  
a. Masyarakat  
b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 
3.5 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu : 
a. Data Primer 
Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali 
dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang 
kualitas data tersebut dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan 
masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan di lapangan. 
Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara 
langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan dana desa di 
Kecamatan Galesong Utara. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang sudah 
tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal 
memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder 
penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan 
Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara. 
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3.6 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah pemusatan  konsentransi terhadap tujuan penelitian 
yang sedang dilakukan. Fokus penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan 
data sehingga tidak terjadi bias  terhadap data yang diambil. Fokus penelitian dari 
penelitian ini adalah indikator yang mengukur suatu akuntabilitas pengelolaan 
keuangan desa yang menggunakan dimensi akuntabilitas finansial menurut 
Hapwood dan Tomkins juga   yaitu : 
1. Ekonomis  
2. Efektif  
3. Efisien   
 
3.7     Metode Pengumpulan Data 
 Pada dasarnya dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data 
adalah suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara 
sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Arikunto, 2002 : 197). Tujuannya 
adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya.  
 Metode pengumpulan data yang digunakan penulis guna memperoleh data-
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Studi lapangan (field research), yaitu metode pengumpulan data yang 
dilakukan dilokasi atau obyek penelitian secara langsung maupun di tempat 
lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. 
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara : 
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a. Wawancara (interview) 
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara 
langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan (dalam hal ini adalah 
kepala desa, Sekertaris Desa, Tim Pelaksana Kegiatan dan masyarakat) guna 
memperoleh data yang relevan dengan keterangan yang menunjang analisis 
dalam penelitian. 
b. Teknik dokumentasi. 
Untuk melengkapi data dari hasil pengamatan, maka peneliti juga akan 
mengumpulkan sejumlah data dan informasi melalui pencatatan bukti-bukti 
yang sudah didokumentasikan, yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. 
2. Studi Kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 
berdasarkan karya-karya ilmiah dan buku-buku literatur yang berkaitan 
dengan pembahasan ini dan dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori 
yang erat hubungannya. 
 
3.8  Metode Analisis Data 
Agar suatu data dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan maka data 
tersebut harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu. Menurut Masri Singarimbun 
dan Sofian Effendi (1989:262) analisis data merupakan proses penyederhanaan 
data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan 
menurut Lexy J Moleong (2005), analisis data adalah, “Proses mengorganisasikan 
dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 
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dapat ditemukan tema dan dapat dirumusan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data”. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses 
penelitian yang sangat penting, karena dalam analisa inilah data yang ada akan 
nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan 
mencapai tujuan akhir penelitian (P. Joko Subagyo, 1999:104). Maka dapat 
disimpulkan bahwa tujuan dari analisis data adalah untuk dapat 
menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang telah 
terkumpul. 
Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti 
teknik analisis yang disarankan oleh Miles dan Huberman, dengan tahapan yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Desa 
Sampulungan dan gambaran umum objek penelitian yaitu pemerintah Desa 
Sampulungan sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan 
keuangan desa dan pemegang penuh amanah desa. Gambaran umum Desa 
Sampulungan mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan dan visi misi 
Desa Sampulungan. Gambaran umum pemerintah Desa Sampulungan Kecamatan 
Galesong Utara Kabupaten Takalar terdiri dari visi dan misi organisasi; 
kedudukan, tugas dan fungsi; struktur organisasi, dan kepegawaian instansi 
pemerintah Desa Sampulungan. 
4.1 Sejarah Desa Sampulungan 
 Desa Sampulungan merupakan desa pemekaran dari desa Tamalate, 
dimana historis Desa Sampulungan sudah ada sebelum desa Tamalate terbentuk. 
Karena pemerintahan di Desa Sampulungan sebelumnya dipimpin oleh Lo’mo 
Sampulungan pada saat itu Lo’mo Sampulungan dipimpin oleh Jaelani Daeng 
Ngitung, Hamja Daeng Gassing, dan Hasan Basri Daeng Pasolong kemudian 
Lo’mo Sampulungan bergabung dengan Gallarrang Soreang yang sebelumnya 
dipimpin oleh Sulaeman, Hasan Lulung, H. Nanggong Daeng Nguju, dan 
Patahuddin Daeng Lesang. 
Seiring dengan berjalannya waktu maka pada tahun 1966 dua unsur 
pemerintahan ini akhirnya memiliki satu konsep kesefahaman yang melahirkan 
sebuah kesepakatan bahwa unsur pemerintahan Lo’mo Sampulungan dan 
Gallarrang Soreang tersebut digabungkan menjadi satu sehingga lahirlah yang 
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namanya Desa Sampulungan dan terbentuklah sebuah tatanan pemerintahan yang 
baru dari penggabungan tersebut. 
Desa Tamalate pada saat terdiri atas empat dusun yaitu Soreang, Bonto 
Tangnga, Tamalate, dan Sampulungan Lompo. Kepala desa Tamalate pertama 
pada saat itu di pimpin oleh H. Rajab Daeng Sikki, dimana masa kepeminpinan 
tersebut bertahan sampai dua periode (1966-1982), setelah pemerintaha H. Rajab 
Daeng Sikki maka kemudian Syamsuddin Gassing menjadi kepala desa yang 
kedua pada tahun 1982, pada saat itu pemerintahan ini hanya bertahan selama dua 
tahun (1982-1984), dan pada setalah pemerintahan Syamsuddin Gassing maka 
pemerintahan tersebut di pimpin oleh H. Syamsuddin Daeng Beta pada tahun 
1984-2002 dan sepanjang sejarah desa Tamalate pemerintahan ini merupakan 
pemerintahan yang bertahan cukup lama karna bertahan sampai tiga periode yakni 
delapan belas tahun lamanya. Kemudian pada tahun 2002 desa Tamalate dipimpin 
oleh M. Tahir Bostan selama satu periode (2002-2007). 
Pada tahun 2007 sampai 2012 desa Tamalate dipimpin oleh Supriadi, 
S.I.P., dimana pada saat pemerintahan ini terjadi pemekaran dusun dari empat 
dusun menjadi enam dusun yaitu dusun Soreang, Bontotangnga, Sampulungan 
Caddi, Sampulungan Lompo dan Sampulngan Beru. 
Dengan dinamika masyarakat, pada tahun 2011 beberapa elemen 
masyarakat menginginkan pemekaran desa khususnya para tokoh dari 
sampulungan yang menginginkan histori Sampulungan kembali yaitu 
Sampulungan harus menjadi desa sendiri, pada tanggal 19 OKtober tahun 2011 
Sampulungan resmi mekar dari desa Tamalate dan menjadi desa sendiri, yang kini 
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menjadi salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di kecamatan Galesong Utara 
kabupaten Takalar. Pada tanggal 08 Januari 2012 terjadi pemilihan kepala Desa 
Sampulungan yang dilaksanakan di Lapangan Lo’mo Ahmad Sampulungan yang 
diikuti oleh empat calon yaitu Dra. Hj. Nurhaedah, Sabaruddin Sigollo, S.Pd., 
Saripuddi Beta, H. Saparuddin Tayang. Kemudian terpilihlah Dra. Hj. Nurhaedah, 
pada tanggal 13 Januari 2012 dilakukan pelantikan oleh bapak bupati takalar Dr. 
H. Ibrahim Rewa, MM., sebagai kepala Desa Sampulungan pertama periode 
2012-2018. 
Desa Sampulungan sebelumnya terdiri dari tiga dusun yaitu Sampulungan 
Caddi, Sampulungan Lompo, dan Sampulungan Beru. Kemudian dengan 
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, Sampulungan dimekarkan menjadi 
empat dusun yakni dusun, Sampulungan, Sampulungan Caddi, Sampulungan 
Lompo, dan Sampulungan Beru. 
 
4.2 Kondisi Fisik dan Wilayah 
Kondisi geografis Desa Sampulungan yang berada pada kecamatan 
Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan sebagian wilayah berada di pantai barat 
selat Makassar dengan memiliki luas wilayah 12,22 km2, dan secara administratif 
memiliki sebanyak 4 (empat) wilayah dusun yakni Dusun Sampulungan Caddi 
dan dusun Sampulungan Lompo, dusun Sampulungan Beru dan Dusun 
Sampulungan. Serta memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Aeng Batu-Batu. 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Bonto Lebang. 
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3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tamalate. 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar. 
Dengan kondisi sebagai desa pantai di wilayah selat Makassar, maka 
keadaan topografi Desa Sampulungan yang merupakan dataran dengan ketinggian 
0 – 0,25 meter dari permukaan laut, dan secara geologis wilayahnya memiliki 
jenis tanah hitam dan berpasir. Disamping itu wilayah Desa Sampulungan berada 
persis di garis pantai selat Makassar memiliki 2 (dua) iklim tropis dengan suhu 
rata–rata mencapai 20 – 34oC dengan curah hujan 241 mm/tahun serta memiliki 
dua tipe musim kemarau dan musim hujan, dimana musim hujan terjadi mulai 
bulan Desember sampai April sementara musim kemarau terjadi pada bulan Mei 
sampai November yang berputar setiap tahunnya. Disamping memiliki jumlah 
curah hujan rata-rata setiap tahun di Desa Sampulungan mencapai 2.000 mm 
sampai 30 mm. 
 
4.3 Kependudukan 
 Dalam wilayah Desa Sampulungan saat ini jumlah penduduk 2.358 jiwa 
yang sebagian besar dan memiliki pekerjaan pokok nelayan sebagai desa pantai. 
Tabel penduduk Desa Sampulungan sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Penduduk Desa Sampulungan tahun 2011 
Pekerjaan  
Dusun 
Jumlah Sampulungan 
Caddi 
Sampulungan 
Lompo 
Sampulungan 
Beru 
Sampulungan 
Petani 10 12 26 10 58 
PNS 0 8 7 2 17 
TNI/POLRI 0 3 3 0 6 
Pensiunan 0 1 2 0 3 
Wiraswsta 18 35 61 28 142 
Kar. Wasta 2 0 8 3 13 
Tukang Batu 2 42 50 6 100 
Tukang kayu 12 0 2 2 23 
Supir 0 0 2 2 4 
Tidak bekerja 327 138 136 426 1026 
Pelajar 0 0 159 0 159 
Nelayan 74 327 33 100 534 
IRT 0 185 133 135 453 
Jumlah     
2358 
Sumber: RPJM desa 2011 
Tabel 4.2 Rekapitulasi Penduduk Desa Sampulungan 
Sumber: RPJM Desa 2011 
No Dusun 
Tahun 2011 
JUMLAH (%) 
KK 
 
Luas 
LK PR Wilayah 
1 Sampulungan Caddi 220 225 445 18,24% 102 1,5 Km2 
2 
Sampulungan 
Lompo 
381 370 751 33,27% 186 
 
7,8 Km2 
3 Sampulungan Beru 302 320 622 24,15% 135 
 
0,26 Km2 
4 Sampulungan 252 288 560 24,34% 136 
 
2,66 Km2 
TOTAL 1155 1203 2358 100 559 
12,22 
Km2 
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4.4 Visi Misi Desa Sampulungan 
A. Visi Desa Sampulungan 
 Berdasarkan potensi, permasalahan, serta berbagai keterbatasan yang 
dihadapi Desa Sampulungan sebagai desa pesisir pantai, maka ditetapkan visi 
pembangunan Desa Sampulungan tahun 2013 – 2018, yakni : 
“Terwujudnya masyarakat Desa Sampulungan yang mandiri, unggul, toleransi, 
berbudaya, beretika dengan bernafaskan keagamaan untuk peningkatan taraf 
hidup yang lebih maju” 
B. Misi Desa Sampulungan 
Berdasarkan visi pembangunan Desa Sampulungan ditetapkan misi 
pembangunan Desa Sampulungan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut: 
a. Meningkatkan pemahaman keagamaan yang dimulai dari usia dini 
b. Membangun aparatur pemerintah desa yang amanah, tertib dan berprestasi 
menuju pemimpin yang berwawasan 
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (baik 
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan) 
d. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pola swadaya dan 
kemitraan menuju masyarakat yang sejahtera sebagai perwujudan 
masyarakat yang mandiri. 
e. Meningkatkan kemampuan SDM menuju pembangunan yang seutuhnya 
dan mendorong peningkatan peranan wanita peran pemuda swasta dalam 
pembangunan 
53 
 
 
f. Terpeliharanya keharmonisan antara etnis dan toleransi antara agama serta 
stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan desa. 
g. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna 
memacu percepatan pembangunan desa 
4.5 Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
Desa pasti juga memiliki aparat yang bertugas membuat peraturan, 
menjaga, serta menjalankan desa supaya kehidupan warga menjadi teratur dan 
tertib. Berikut akan kita bahas tentang tugas-tugas dari aparat atau pejabat desa 
berdasarkan struktur organisasi pemerintahan desa. 
Berikut adalah tugas dan fungsi aparat desa : 
A. Kepala Desa 
Kepala desa atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok 
dan fungsi sebagai berikut : 
1. Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah 
ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa) 
2. Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu 
desa 
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3. Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD 
4. Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang 
selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD 
5. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa 
6. Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu dikoordinasikan 
dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga 
7. Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta 
memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai 
dengan perundang- undangan yang berlaku 
8. Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
B. Sekretaris Desa 
Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain Membantu persiapan kepala 
desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, Menyiapkan bahan untuk 
menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Fungsi dari sekretaris desa antara lain : 
1. Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan 
kepala desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar 
2. Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris 
dapat menggantikan 
3. Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang 
memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk 
sementara adalah sekretaris desa 
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4. Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa 
5. Mempersipakan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 
6. Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan 
7. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa. 
C. Kepala Urusan Umum 
Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas 
pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi 
umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk 
rapat dan pembuatan laporan; 
Fungsi kepala urusan umum : 
1. Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar 
2. Mencatat inventaris atau kekayaan desa 
3. Melakukan tugas administrasi umum 
4. Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta 
bertanggungjawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau 
perlengkapan kantor 
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa 
6. Menyiapkan bahan untuk membuat laporan 
7. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris desa. 
D. Kepala Urusan Keuangan 
Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kaur keuangan ini tugas 
pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber 
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penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat 
APB desa. 
Fungsi kepala urusan keuangan : 
1. Mengelola administrasi keuangan desa 
2. Mempersiapan bahan untuk menyusun APB desa 
3. Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa. 
E. Kepala Urusan Pemerintahan 
Tugas pokok dari kaur pemerintahan antara lain membantu Kepala desa 
untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi 
pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam 
pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa; 
 Fungsi dari kepala urusan pemerintahan antara lain : 
1. Melaksanakan administrasi kependudukan 
2. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan 
kepala desa 
3. Melaksanakan administrasi pertanahan 
4. Mencatatat monografi desa 
5. Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar 
penyelenggaraan dalam pemeritahan di desa dan melakukan penataan 
kelembagaan masyarakat 
6. Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa. 
7. Yang dimaksud dengan Administrasi pemerintahan desa contohnya adalah : 
8. Membuat Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga 
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9. Membuat surat keterangan tidak mampu yang diperuntukkan bagi mereka 
yang keadaan ekonominya kurang atau warga tidak mampu dengan tujuan 
agar diberikan kemudahan atau penangguhan apabila diperlukan. Misalnya 
ketika ada anggota keluarga yang masuk rumah sakit, kartu ini diperlukan bagi 
warga tak mampu supaya mendapatkan potongan biaya atau penangguhan 
pembayaran. Perlu diketahui juga bahwa pembuatan SKTM atau surat 
keterangan tidak mampu ini gratis dan tidak dipungut biaya. 
10. Surat pengantar pernikahan 
11. Surat keterangan domisili 
12. Surat keterangan lalu lintas 
13. Surat keterangan naik haji 
14. Surat keterangan pindah 
15. Surat keterangan pengantar kepolisian 
16. Surat keterangan lahir atau mati 
17. Surat keterangan jual beli hewan 
18. Surat keterangan pengiriman wesel 
19. Pungutan saat terjadi transaksi jual atau beli tanah 
20. Surat keterangan tebang kayu atau bambu 
21. Surat keterangan izin keramaian 
22. Surat keterangan ke bank, dan lain sebagainya 
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F. Kepala Urusan Pembangunan 
Kepala urusan pembangunan atau kepala urusan pembangunan memiliki 
tugas pokok antara lain adalah Membantu kepala desa dalam mempersiapkan 
bahan untuk perumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi desa, 
Mengelola administrasi pembangunan, Mengelola pelayanan masyarakat. (baca : 
fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan) 
 Fungsi kaur pembangunan antara lain adalah : 
1. Sebagai pelaksana dalam kegiatan administrasi pembangunan; 
2. Mempersipakan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga 
masyarakat; 
3. Melakukan tugas lain yang diberika atau diperintahkan oleh kepala desa. 
4. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 
5. Disingkat dengan kaur kesra, memiliki tugas Membantu kepala desa dalam 
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam hal memberdayakan 
masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 
G. Kaur Kesejahteraan Rakyat 
 Fungsi kaur kesra : 
1. Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program keagamaan 
2. Mempersipakan bahan yang akan dipakai dalam program pemberdayaan 
masyarakat dan sosial kemasyarakatan 
3. Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam perkembangan kehidupan 
beragama 
4. Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa. 
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H. Kepala Dusun atau Dukuh 
Kepala dusun atau dukuh memiliki tugas sebagai berikut : 
1. Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih berada dalam 
wilayah kerjanya. 
2. Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat. 
3. Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT 
maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya. 
4. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa. 
Fungsi kepala dusun antara lain adalah : 
1. Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintahan desa, 
serta membina masyarakat yang ada di dusun 
2. Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang 
berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal 
masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun. 
3. Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong 
sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat 
4. Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban 
masyarakat 
5. Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa. 
I. BPD (Badan Perwakilan Desa) 
Tugas dari Badan Perwakilan Desa antara lain adalah : 
1. Membahas tentang rancangan atau rencana peraturan desa yang dibuat 
bersama dengan kepala desa 
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2. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa bekerja sama dengan kepala desa 
3. Memberi usulan tentang pengangkatan atau pemberhentian kepala desa 
4. Membentuk panitia dalam rangka pemilihan kepala desa 
5. Menampung, mengumpulkan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
6. Taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 
7. Menjaga kehidupan demokrasi 
8. Menjaga keutuhan NKRI serta hukum nasional 
9. Menyerap serta melakukan tindak lanjut terhadap aspirasi atau pendapat warga 
10. Mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi ataupun 
golongan 
11. Menjaga hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan lembaga 
kemasyarakatan. 
12. Fungsi Badan Perwakilan Desa adalah membuat ketetapan tentang peraturan 
desa, menampung serta menyalurkan suara warga masyarakat. 
Itulah tugas dan fungsi aparat desa yang secara umum terdiri dari kepala 
desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur keuangan, kaur pemerintahan, kaur 
kesejahteraan rakyat, kaur pembangunan, serta Badan Perwakilan Desa. 
Sepatutnya kita sebagai warga yang baik, harus menaati segala peraturan desa 
supaya tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. 
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4.6 Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, 
dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi bertujuan untuk 
menggambarkan hirarki tanggungjawab dan pembagian tugas dalam organisasi 
tersebut.  
Struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan 
fungsi dialokasikan dalam organisasi.lebih lanjut struktur akan berdampak 
terhadap cara orang melakukan tugas (bekerja) dalam organisasi. Struktur 
organisasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 
seseorang dalam organisasi 
Pemerintahan Desa Sampulungan melalui pemilihan kepala Desa pada 
tahun 2012 menetapkan kepala desa periode tahun 2012 – 2018 dibantu oleh 
seorang Sekertaris Desa, dengan dibantu kepala urusan pemerintahan desa lainnya 
sebagai susunan sebagai berikut : 
1. Kepala Desa : Dra. Hj. Nurhaedah 
2. Sekertaris  : Syamsul Rijal, SH., MH 
3. Bendahara  : Darmawati  
4. Kaur Umum  : Sri Dewi 
5. Kasi Pemerintahan : Muh. Saleh 
6. Kasi Pembangunan : Hasmuddin Dg Tunru 
7. Kasi Pemberdayaan Masy.  : Muh.Sakri Muin, S.Pd 
8. Jumlah Dusun : 4 (empat )   : 1. Sampulungan Caddi 
 2. Sampulungan Lompo 
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 3. Sampulungan Beru 
 4. Sampulungan 
 Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut: 
Ketua                        : Drs. Muh. Syahrir, M. Si 
Wakil Ketua           : Drs. Samain Timung, M.Pd 
Sekertaris                      : Dra. Sohrah, MA 
Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai berikut : 
Ketua Umum  : H. Abd. Rajab Sijaya, S.Pd, M.Kes 
Ketua. I : Ahmad Naba 
Ketua. II  : M. Arif Sirajuddin, S.Ag 
Sekertaris  : Hendrik Nur, S.Si 
Wakil Sekertaris  : Zulfikar, S.Pd., M.Pd 
Bendahara  : Nuraeni, S.E 
Jumlah Anggota seksi  : 10 orang 
Tim Penggerak PKK sebagai berikut : 
Ketua Umum  : Hj. Hasnawati, S.Pd 
Wakil Ketua  : Herlina, S. Kom 
1. Sekrtaris I  : Hasma Rahmullah 
2. Wakil Sekretaris  : Nuraeni, S.E 
3. Bendahara           : Salma Bangsawan 
4. Wakil Bendahara  : Diana Dg Ngai 
5. Jumlah Pokja           : 4 (empat) 
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BAB V  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
5.1. Aspek Ekonomis Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 
 Ekonomis yang dimaksud menurut KBBI online adalah  bersifat hati-hati 
dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, bahasa, waktu, tidak boros atau 
hemat. Sangat jelas pengertian ekonomis bahwa dalam hal seluruh penggunaan 
harus melakukannya dengan seksama sehingga dikaitkan dalam hal pengelolaan 
keuangan desa beberapa aspek dalam hal pengelolaan keuangan desa dapat di 
uraikan sebagaimana hasil penelitian sebagai berikut: 
5.1.1 Perencanaan Keuangan Desa 
Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan 
dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni 
tahun anggaran berjalan. Berdasarkan hasil penelititan di Desa Sampulungan bisa 
kita uraikan indikator ekonomis yang dilihat dari segi waktu perencanaannya 
untuk program 2016, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut : 
 “ untuk program tahun 2016 kita mengadakan musrembang pada 
tahun pada tahun lalu (2015) tahun anggaran berjalan (Sekdes 
Sampulungan 10 OKtober)” 
Berdasarkan dari segi waktu perencanaan musrembang yang di laksanakan 
Desa Sampulungan sudah menunjukkan indikator ekonomis yang artinya sangat 
matang menggunakan waktu dalam mempersiapkan sebuah program.. Waktu 
pelaksanan Musrembang yang dilaksanakan pada tahun sebelum tahun anggaran 
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berjalan sangat ekonomis dalam aspek perencanaan. Sehingga program tahun 
2016 akan langsung dilaksanakan pada tahun anggaran 2016  
5.1.2 Pelaksanaan Keuangan Desa 
 Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang 
harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya 
bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening 
Kas Desa  Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala 
Desa dan Bendahara Desa. Ekonomis dalam hal pelaksanaan keuangan desa yang 
dilihat dari segi waktu dan biaya yang berdasarkan hasil penelitian di Desa 
Sampulungan di uraikan sebagai berikut: 
“ dalam hal pelaksanaan program kami lebih mengutamakan supplier 
barang dan tenaga pelaksana dari warga lokal dengan maksud agar 
tingkat perekonomian di desa semakin meningkat,  dan jika barang 
materil yang di butuhkan oleh program, maka disitu kami mencari 
supplier yang memberikan harga yang rendah dan wajar, artinya wajar 
dalam hal penyesuaian harga dari juknis yang dikeluarkan oleh 
pemerintah kabupaten tidak boleh lebih dari itu sehingga kami mencari 
barang yang harganya terendah dan wajar ( Sekdes Sampulungan 28 
Maret 2017)” 
 
 Tingkat perkonnomian desa juga dipengaruhi juga dari perputaran ekonomi 
dari desa itu sendiri. Sehingga dalam hal peelaksanaan keuangan desa 
menentukan harga barang yang akan disupply diutmakan dari desa, namun 
demikian harga dari desa tidak boleh melebihi anggaran. Dalam  hal tenaga 
pelaksana yang di nyatakan oleh informan sebagai berikut : 
“saat ini partisipasi masyarakat masih kurang dalam hal pelaksanaan 
programnya, namun tenaga pelaksana program kami pakai warga local 
dan mengenai sarana dan prasarana yang serba di beli kita juga 
prioritaskan di dalam desa itu sendiri dengan maksud sekaligus dalam 
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meningkatkan perputaran ekonomi di desa(Sekdes Sampulungan 10  
OKtober 2016).” 
 Berdasarkan dari segi penggunaan barang, dalam hal pelaksnaan 
mengutamakan pemasok barang yang berasal dari pemasok lokal atau warga lokal 
dapat menghemat waktu pemasokan barangnya. Sehingga  dalam pelaksanannya 
waktu tidak boros dalam artian jika menggunakan suplier dari luar otomatis 
penggunaan jasa transportasi pemasokan akan lebih tinggi di banding dengan 
suplier lokal dan itu dapat memboroskan waktu dan biaya. Hal ini menunjukkan  
aspke ekonomis  pada akuntabilitas finansial  dalam hal pelakasanaan keuangan 
desa. 
 
 
5.1.3 Penatausahaan Keuangan Desa 
 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya 
dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan 
terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. 
Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas 
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang 
dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa 
Pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik 
penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan : 
a. Buku Kas Umum; 
b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan 
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c. Buku Bank. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sampulungan dapat 
diuraikan sesuai dengan data yang di peroleh, sebagaimana hasil wawancara 
sebagai berikut: 
 
 “ Mengenai BKU, Buku Pajak dan Buku Bank, itu semua ada. 
Dan dilaksanan oleh Bendahara desa, semua mengenai pembukuan 
mengenai pengeluaran dan penerimaan Bendahara  desa yang mencatat 
semua (Sekdes Sampulungan 28 Maret 2017)” 
 
 Seperti yang kita ketahui dalam pembukun sikap waspada terhadap 
penggunaan dana sangat di perlukan maka pencatatan di lakukan dengan 
menggunakan buku yang sesuai dengan jenis transaksinya. 
 Sejalan dengan penulis bahwa pembukuan harus dilaksanakan dengan 
menggunakan buku yang telah di tetapkan dalm juknisnya. Sehingga pencatatan 
transaksi-transaksi yang terjadi bisa disusun dengan baik dalam laporannya. 
 Hal ini menunjukkan indikator ekonomis dalam penggunaan keuangan desa 
yakni pencatatan yang dilakukan berdasarkan tranksasi yang terjadi.. 
 
5.2 Aspek Efektifitas Dalam Pengelolan Keuangan Desa  
 Efektif yang dimaksud dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana 
dalam hal pengelolaan keuangan desa atau penggunaan dananya akan berdampak 
positif terhadap pengembangan dalam hal administrasi keuangan. Aspek Efektif 
juga sebagai bentuk akuntabilitas finansial yang dikemukakan oleh Hapwood dkk.  
 Efektif ini juga menjadi tolak ukur dalam hal pengelolaan keuangan desa . 
sebagaimana hasil penelitian sebagai berikut : 
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5.2.1 Perencanaan Keuangan Desa  
 Perencanaan sangat efektif jika disusun berdasarkan hasil pendapatan yang 
diterima desa. Melibatkan masyarakat dan berbagai unsur elemen masyarakat 
sangat efektif dalam menyusun perencanaan. Berdasarkan hasil penelitian yang di 
lakukan di Desa Sampulungan indikator efektif dapat kita uraikan sebgai berikut  : 
“Kalau di desa sudah turun anggaran setiap tahun kita mengadakan 
musrembang, iya kan,  khusus untuk dana desa ini,  penggunaan 
dananya harus sesuai dengan petunjuk teknis yang di terbitkan oleh 
pemerintah (Wakil Ketua BPD 19 Maret 2017)” 
 
 Seperti yang kita ketahui untuk mengetahui program yang direncanakan 
harus memiliki sumber dana yang jelas, sumber pendapatannya dari mana 
sehingga dalam proses perencanaannya dapat diketahui dengan jelas dananya. 
Senada dengan yang dijelaskan oleh salah seorang informan mengenai indikator 
efektif dalam perencanaan yang  mengatakan : 
 
“Sebeslum diadakan musrenbang, kita mengadakan musyawarah dusun 
atau musdus yang merupakan model baru dalam melaksakan 
perencanaan pembangunan desa. kita lakukan di tempat-tempat terbuka 
atau umum agar dapat meningkatkan partisipatisi masyarakat dalam 
hal perencanaan, murembang ini bertujuan untuk mengumpulkan 
usulan masyarakat kami memberikan undangan kepada para tokoh 
masyarakat untuk Dan mengundang masyarakat dengan melalui media 
microfon pembesar suara di masjid. Pemmerintah desa itu sendiri,Staff 
kantor desa, BPD,  para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para 
tokoh pemuda, semua ikut berpartisipasi dalam musyawarah tersebut 
Musrembang ( Sekdes Sampulungan 10 OKtober 2016)” 
 
 
 Beberapa dusun yang merupakan bagian dari Desa sampulungan yakni 
Sampulungan Caddi, Sampulungan Lompo, Sampulungan Beru dan Sampulungan 
sehingga dalam proses penyusunan yang dibutuhkan program yang menjadi 
prioritas masyarakat Sampulungan.  
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Tabel 5.1 Contoh Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya 
No Program Kegiatan Volume Lokasi Rencana Anggaran 
Sumber 
Dana 
1 
Pembangunan Jalan 
Paving Block  
700 M2 
300 M2 
450 M2 
SP Caddi 
SP Lompo 
SP Beru 
Rp. 210.000.000,- 
Rp. 75.000.000,- 
Rp. 130.000.000,- 
APBD 
ADD 
APBD 
2 Pembangunan Talud 1200 M2 SP  Lompo Rp. 360.000.000,- APBD 
3 Pembuatan Drainase 700 M2 SP Beru Rp. 140.000.000,- 
APBD/
ADD 
4 
Pembangunan Jalan 
Tani 
100 M2 
1500 M2 
SP Caddi 
SP Beru 
Rp. 40.000.000,- 
Rp. 250.000.000,- 
ADD/ 
APBD 
5 
Rehabilitasi Rumah 
Kumuh 
100 Unit 
Desa 
Sampulungan 
Rp. 2.000.000.000,- APBN 
6  
Perbaikan Jalan 
Aspal 
1 Paket 
Desa 
Sampulungan 
Rp. 500.000.000,- APBD 
7 
Pembangunan 
Gedung BUMDES 
1 Unit 
Desa 
Sampulungan 
Rp. 150.000.000,- APBD 
8 
Pembangunan 
Kantor BPD 
1 Unit 
Desa 
Sampulungan 
Rp. 150.000.000,- APBD 
9 
Pembuatan Gapura 
LPM 
1 Unit 
Desa 
Sampulungan 
Rp. 10.000.000,- ADD 
10 
Pembangunan Pagar 
PAUD-HI Nurul 
Sidrah 
1 Paket 
Desa 
Sampulungan 
Rp. 15.000.000,- APBD 
11 
Pembuatan Tempat 
Sampah 
10 Unit Desa 
Sampulungan Rp. 30.000.000,- 
ADD/ 
APBD 
 
 Berkaitan  musyawarah dusun sangat efektif dalam menampung aspirasi 
masyarakat sehingga hasil muswarah dusun akan di bahas bersama di 
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musrembang. Setelah perencanaan akan di susun APB Desa dalam rapat APB 
Desa.. Senada dengan yang dikatakan seorang informan sebagai berikut : 
 
  
 ” Seetelah Musrembang kami mengadakan rapat di desa untuk 
mengatur penganggarannya, di rapat itu ada  tim khsusu untuk 
mengaturnya dan Mengenai APB Desa akan di tetap kan melalui 
evaluasi dari pemerintah kabupaten.  Mengenai Penganggarannya kami 
baru bisa mengeluarkan estimasi pembiayaan setelah terbitnya Juknis 
dari pemerintah kabupaten agar dapat mengestimasikan anggaran yang 
wajar ( sekdes Sampulungan 28 Maret 2017) 
 
Tabel. 5.2 Contoh APBDesa Sampulungan 
KODE REKENING URAIAN 
ANGGARAN                  
(RP.) 
KET. 
1 2 4   
1         PENDAPATAN     
1 1       Pendapatan Asli Desa                           -    
1 1 1     Hasil Usaha Desa     
                
                
1 2       Pendapatan Transfer          869,835,000    
1 2 1     
Dana Desa 
                     
647,163,000    
1 2 2     Bagian dari hasil pajak dan retribusi            26,197,000    
1 2 3     
Alokasi Dana Desa 
          
196,475,000    
1 2 4     Bantuan Keuangan                           -    
1 2 4 1   Bantuan Keuangan Provinsi                           -    
1 2 4 2   Bantuan Keuangan Kabupaten                           -    
                
1 3       Pendapatan lain-lain                           -    
1 3 1 
    
Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga 
yang tidak mengikat 
                          -  
  
Sumber : APBDesa 2016 Desa Sampulungan 
 
 Menentukan anggaran berdasarkan juknis dari pemerintah kabupaten dapat 
dikatakan efektif sehingga anggaran dapat wajar dan tidak melebihi anggaran dari 
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pemerintah. Dilanjutkan dengan pendapat masyarakat mengenai musrembang 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
 
 “ Perencanaan pembangunanyna ini bagus sekali , mereka panggil 
semua masyarakat untuk hadir rapat musrembang, tapi kadang 
masyarakat sering bilang ada pak dusun yang wakili jadi biasa tidak 
datang, ada juga tokoh masyarakat, tokoh agama sama tokoh pemuda 
diundang jadi semua aspirasi masyarakat di tamping pada saat rapat 
Musrembang, iya banyak yang hadir, tokoh masyarakat juga ada,  tokoh 
pemuda . Dan rapatnya itu diadakan di kantor desa, dan rapatnya itu 
bersifat terbuka. Itukan di depannya kantor desa sudah di kasi atap jadi 
sekarang sudah bisa orang rapat disitu . Semua pendapat masyarakat di 
minta dan semua aspirasi masyarakat di tampung. Ini kan musrembang 
sampe tahun 2018 di tampung semua aspirasinya masyarakat ( 
Masyarakat 27 Februari 2017).” 
 
 Berdasarkan uraian diatas dapat menunjukkan dalam pengelolaan keuangan 
desa dalam hal perencanaan digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakt. Namun tidak semua aspirasi masyarakat semua dapat 
direalisasikan karena kebutuhan desa yang diprioritaskan adalah permasalahan 
yang mendesak atau yang diutamakan yang akan di realisasikan terlebih dahulu. 
 
 “Semua kita  undang, dan banyak yang hadir, kami mengundang 
mereka untuk hadir rapat di kantor desa. Cuma bermasalah pada 
disiplin waktunya, jadi saya selalu sampaikan , tolong hadirki tepat 
waktu, karena bukan hanya ini kegiatanta. Semua elemen masyarakat 
di undang, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda dan tokoh adat 
(Ketua BPD 29 Februari 2017)” 
 
Perencanaan yang efektif sangat bergantung pada sumber daya yang 
mengatur atau yang ikut serta dalam perencanaan tersebeut karena perencanaan 
tersebut harus melaului analisis yang detail tentang permasalahan yang terjadi  
dan solusi apa yang akan dilaksanakan melalui analasis dari permasalahan 
tersebut. Sehingga kemampuan menganalisis permasalahan dan mencari solusi 
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dari sumber daya yang ikut serta dalam musrembang sangat di perlukan orang-
orang yang berkompoten dalam bidangnya.  
Sejalan dengan yang di kemukakan oleh Mardiasmo (33:2009) mengatakan 
bahwa : 
“perencanaan organisasi sangat penting dilakukan dalam 
mengantisipasi keadaan yang akan mendatang” 
Berdsarkan uraian diatas dapat kita kombinasikan dengan pendapat ahli 
yang senada dengan pendapat dari masyarakat dan beberapa informan ini dapat 
menunjukkan indikator efektif dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan 
desa.. 
5.2.2. Pelaksanaan Keuangan Desa  
 Prosuder pelaksanaan keuangan desa harus melalui persetujuan Kepala Desa 
dan Bendarhara Desa sehingga dapat dikatakan efektif. Berasarkan hasil 
penelitian : 
“Desa Sampulungan Memiliki Rekening kas Desa, dan di pegang oleh 
Bendahara Desa yakni Ibu Darmawati, selaku Bendahara Desa 
Sampulungan. Sebelum Pencairan Dana dalam rekening kas desa, Ibu 
desa  selaku Kepala desa dan Bendahara desa harus melakukan 
persetujuan terlebih dahulu sebelum dana itu dicairkan dengan 
menandatangani pencairan danananya ( Sekdes Sampulungan 28 Maret 
2017)” 
 Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan  
desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan pengeluaran desa. Sangat 
efektif bahwa dibutuhkan persetujuan pihak bersangkutan  dalam hal 
pelaksanaannya. 
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 “… dalam hal Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa atau 
transaksi-transaksi yang terjadi dicatat dan dilaksanakan oleh 
Bendahara Desa dan tetap melalui verifikasi Sekertaris Desa dan 
kemudian akan di setujui dengan kepala desa ( Sekdes Sampulungan 28 
Maret 2017)” 
 
Gambar 5.2 Kwitansi Pembayaran 
  
 Verifikasi Sekertaris Desa sangat efektif dalam memeriksa tentang 
kebenaran pengeluaran dan penerimaan desa, selaku penyusun laporan keuangan 
desa. Dilanjutkan dengan pendapat Sekdes mengenai pelaksanaan sebagai berikut: 
“bahwa pelaksanaan kegiatan biaya operasional rata-rata kami 
menggunakan cash atau tunai kepada Pihak Ketiga Atau Pelaksana 
Kegiatan, kami tidak melakukan panjar pada pelaksana kegiatan , kami 
kerja dulu kegiatannya dan setelah selesai kemudian kami berikan 
insentife untuk pelaksana kegiatannya ( Sekdes Sampulungan 28 Maret 
2017)”  
  
 Dalam menjalankan pelaksanaan keuangan desa agar memudahkan proses 
operaional  menggunakan tunai memungkinkan dalam melancarkan kegiatan 
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operasional desa. Dan untuk membuktikan penengeluaran dibutuhkan dibutuhkan 
sesuatu yang dapat menguatkan kebenaran pengeluaran tersebut seperti kwitansi 
dan lain-lain. Senada dengan yang di katakan oleh Sekdes Sampulungan sebagai 
berikut : 
  
“… Kami juga selalu memakai kwitansi sebgai bukti yang sah dan 
menurut aturan itu adalah sebuah kewajiban dalam administrasi yang 
baik( Sekdes Sampulungan 28 Maret 2017)”  
 
 
 Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas desa di laksanakan dengan 
menggunakan rekening kas desa.dengan melalui  Persetujuan Kepala Desa dan 
Bendahara Desa terlebih dahulu . Persetujuan ini sangat berpengaruh pada 
pertanggungjawabannya nanti, pelaksanaannya melalui  verifikasi oleh Sekertaris 
Desa dan  akan dilanjutkan dengan persetujuan Kepala Desa dan Bendahara Desa  
 Seperti yang di ketahui bukti-bukti  yang sah dari pengeluaran dan  
penerimaan akan digunakan sebagai pertanggungjawaban dalam laporan 
keuangan, sehingga seluruh  penerimaan dan  pengeluaran atau transaksi-transaksi 
yang terjadi harus selalu disetai bukti yang sah. 
 Penulis juga setuju mengenai pelaksanaannya bahwa setiap pelaksanaan 
keuangan desa dalam bentuk laporan-laporan disertai adanya kwitansi 
pembayaran karena itu merupakan bukti yang sah dan wajib dilampirkan. 
 Hal ini menunjukkan indikator efektif pada akuntabilitas finansial dalam hal 
pelaksanaan keuangan desa. 
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5.2.3. Penatausahaan Keuangan Desa 
 Penyelenggaraan administrasi dalam pemerintahan sangat efektif  jika di 
catat yang di sertai ukti yang lengkap dan sah, Berasarkan hasil penelitian di Desa 
Sampulungan dapat duraikan sebagai berikut : 
 
“dalam hal pembukuan seluruh staff membantu untuk mengumpulkan 
dan memberikan bukti-bukti dari seluruh pengeluaran keuangan desa 
(Sekdes Sampulungan 19 OKtober 2016)” 
 Mengumpulkan bukti –bukti pengeluaran keuangan desa mulai dari benda-
benda yang bersifat di beli atau dibayar harus di sertai dengan bukti yang lengkap 
dan sah, sehingga kewajiban dalam menyelenggarakan adminstrasi dapat 
terpenuhi . dilanjutkan dengan pendapat  Sekdes Sampulungan sebagai berikut : 
 
“…  iya karena itu merupakan sebuah kewajiban artinya diharuskan 
karena itulah nanti yang akan menjadi pertanggungjawaban  (Sekdes 
Sampulungan 19 OKtober 2016)”  
 Berdasarkan penelitian diatas pembukuan dapat dilakukan dengan cepat 
sehingga pencatatan  penerimaan dan pengeluaran desa di catat secara menyeluruh 
tanpa pengecualian.  
 Hal ini menunjukkan indikator efektif pada  akuntabilitas fiinansial dalam 
proses pembukuannya karena  seluruh transaksi dicatat dengan seksama atau teliti 
yang disertai bukti. 
5.2.4 Laporan Keuangan  
 Diperlukan dalam menyikapi kewajiban akuntabilitas dan transparansi 
keuangan desa, sebagaimana amanat UU No.6 tahun 2014 tentang desa yang 
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menyatakan bahwa desa menjadi subyek pembangunan menyebebabkan aliran 
dana APBN kepada desa.  
 Maka sebuah kewajiban Sekertaris Desa dalam menyusun laporan realisasi 
APBDesa per periodek untuk disampaikan melalui camat  ke Bupati/walikota 
 Jadi dapat disimpulkan beberapa indikator akuntabilitas finansial pada tahap 
laporan keuangan desa yakni  efektif dan laporan. 
 Indikator tersebut dapat di jelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai 
berikut : 
“… untuk laporannya sendiri sementara kami susun, dan masih bulan 
OKtober, pelaporannya itu sampai paling lambat bulan Desember 
(Sekdes Sampulungan 19 OKtober 2016)” 
 
 Laporan yang disusun sesuai dengan waktu yang di tentukan dan 
penyusunan yang dilaksanakan oleh Sekertaris Desa sesuai dengan tugas dan 
fungs dari Sekertaris Desa , dan itu sangat efektif untuk proses 
pertanggungjawabannya nanti. Dilanjutkn dengan pendapat  Sekdes Sampulungan 
mengatakan sebagai berikut : 
 
“… untuk penyusunan laporannya untuk saat ini kami tidak 
menemukan masalah namun kita bermasalah pada kendalanya itu 
karena transportasi yang jauh yang biasa menghambat dalam 
pelaporannya. Jadi ini dengan sistem yang baru menggunakan Sistem 
Pelaporan secara elektronik . karena jarak dari kota ke kabupaten itu 
sama dengan dari sini ke unhas.Jadi kemungkinan sistem pelaporan 
secara elektroniknya akan dilaksanakan pada tahun depan. (Sekdes 
Sampulungan 19 OKtober 2016)” 
 
 Berdasrkan pernyataan Sekertaris Desa Sampulungan penyusunannya di 
susun dan dilaporkan paling lambat bulan Desember. Laporan keuangan desa 
adalah laporan realisasi yang di susun oleh Sekertaris Desa.  
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Tabel 5.3 Contoh Laporan Realisasi Desa Sampulungan 
 Sumber : Laporan Realisasi Desa Sampulungan tahun 2016. 
 Hal ini dapat menjealakan indikator efektif pada akuntabilitas finansial yang 
laporan realisasi APB Desa di susun oleh Sekertari Desa, ditinjau dari fungsi 
tugas dan kedudukan Sekertaris Desa salah satunya adalah menyusun laporan dan 
di sampaikan kepada kepala desa.Sebagaimana hasil penelitian sebagai berikut 
hasil penelitian di Desa Sampulungan. 
“Mengenai laporan kepada masyarakat kita jelaskan pada saat 
Pertanggungjawaban LKPJ bersama BPD sambil Menjelaskan apa-apa 
saja yang sudah dikerjakan  dan apa- apa saja yang menjadi kendala, 
contohnya yang sampai saat ini menjadi masalah mengenai pembebasan 
lahan warga. Jadi kita undang tokoh- tokoh masyarakat untuk 
menghadiri rapat.  Jadi kebiasan klu mengundang kita mengundang 
semua (Sekdes Sampulungan 28 Maret 2017 )” 
 
          
JUMLAH PENDAPATAN 
          
869,835,000  
  
854,835,000                     -    
                    
2         BELANJA         
2 1       
Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
          
227,028,000  
   
222,672,000                      -    
2 1 1     
Penghasilan tetap dan 
tunjangan 
         
150,600,000  
  
150,600,000                     -    
2 1 1 1   Belanja Pegawai :         
2 1 1 2   
Penghasilan Tetap  
           
88,200,000  
     
88,200,000                      -    
2 1 1 2 1 
- Penghasilan Tetap 
Kepala Desa 1 x 
1000000x 12 Bulan  
           
12,000,000  
     
12,000,000                      -  ADD 
2 1 1 2 2 
-Penghasilan Sekretaris 
Desa 1 x 750000  x 12 
Bulan  
             
9,000,000  
       
9,000,000                      -  ADD 
2 1 1 2 3 
- Kepala  Seksi 3 x 
600000  x 12 Bulan  
           
21,600,000  
     
21,600,000                      -  ADD 
2 1 1 2 4 
- Kepala  Kepala Urusan  
2x 600000  x 12 Bulan  
           
14,400,000  
     
14,400,000                      -  ADD 
2 1 1 2 5 
- Staf Desa   1 x 600000 x 
12 Bulan  
             
7,200,000  
       
7,200,000                      -  ADD 
2 1 1 2 6 
- Kepala Dusun, 4 x 
500000   x 12 Bulan  
           
24,000,000  
     
24,000,000                      -  ADD 
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 Dapat kita lihat pernyataan diatas menyatakan bahwa laporan di 
pertanggungjawabkan pada saat LKPJ melalui musyawarah bersama BPD. 
 Laporan Realiasasi berisi tentang penggunaan keuangan desa selama satu 
tahun berjalan dan di rangkum melalui laporan dan melampirkan seluruh bukti 
yang dapat menguatkan penggunaan keuangan. 
 Dapat dilihat berdasarkan uraian diatas hal ini menunjukkan indikator efektif 
pada akuntabilitas finansial karena  telah di susun oleh Sekertaris Desa dan  
ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.  
5.2.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa 
 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam 
pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan 
tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke 
BPD. Rincian laporan sebagai berikut: 
Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat): 
a. Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APB Desa; 
b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada  
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 
c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 
Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.  
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Laporan keuangan desa Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Dan di informasikan kepada 
masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat.   
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada 
bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana 
Desa dilakukan: 
a.  Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 
berjalan. 
b.  Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 
anggaran berikutnya. 
Semua laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APB Desa 
dibuat secara tertulis secara transparan dan akuntabel serta diumumkan melalui 
media yang mudah di akses oleh masyarakat. 
Laporan realisasi APB Desa  disampaikan kepada BPD secara tertulis 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 
pasal 51). 
Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 40 ayat 1 mengatakan 
bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada 
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat. 
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Media informasi sebagaimana dimaksud  Permendagri No.113 antara lain 
papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sampulungan dapat kita kaitkan satu 
indikator akuntabilitas finansial yakni pemberian informasi. 
 Mengenai laporan  yang akan di berikan kepada pemerintah kabupaten 
yakni pertanggungjawabannya di sampaikan melalui Camat kepada Bupati. 
Sehingga laporan realisasi APBDesa dilaporkan diakhir tahun sebagai laporan 
selama tahun anggaran tentang apa-apa saja yang telah terealisasi di desa. 
Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
“Laporan semesteran realisasi APB Desa sudah kami laporkan di bulan 
Juli dan januari  yaitu laporan semester tahap I dan II  untuk semester  
I di laporakan bada bulan Juli, dan laporan semester II dilaporakan 
pada bulan Januari (Sekdes Sampulungan 28 Maret 2017)” 
 
Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menyeleenggarakan  
pemerintahan adalah laporan realisasi APBDesa, dan disampaikan pada batas 
maksimal yang di tentukan yakni untuk semester I paling lambat pada akhir bulan 
Juli sedangkan semester II paling lambat akhir bulan Januari (Permendagri No. 
113 pasal 37 ayat 3 dan 4). Dilanjutkan pendapat dari ketua BPD di uraikan 
sebagai berikut : 
“Jadi laporannya itu laporan realisasi, dan kemudian kami 
menyarankan ada papan penggunaan dananya, iya papan informasi, 
sebagai rangkuman juga penggunaan dana per semester atau per 
triwulan. Kami telah menyarankan itu kepada sekdes selaku koorditor 
dalam hal pengelola keuangan desa . kan kalau kepala desa dia kuasa 
penggunaan anggaran. Dan sekdes yang mengaturnya selaku 
koordinator (Ketua BPD 19 Maret 2017)” 
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 Seperti yang di katakan Ketua BPD, bahwa penggunaan keuangan desa 
harus disampakan melalui papan informasi. Media tersebut di jelaskan dalam 
Permendagri No. 113 Pasal 40 Ayat 1 dan 2 bahwa yang dimaksud adalah media 
yang mudah di akses masyarakat, media tersebut antara lain papan pengumuman, 
radio komunitas, dan media infomrasi lain. 
 
“Rapat Mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
untuk anggaran 2016 dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 
bersama BPD dan tokoh – tokoh masyarakat (Sekdes Sampulungan 28 
Maret 2017)” 
 
 Berdasarkan pernyataan Sekdes yang diuraikan diatas berhubungan dengan  
laporan realisasi APBDesa sehingga dalam penyusunan dan pelaporan sangat 
mempengaruhi waktu pada pra pertanggungjawabannya. Dilanjutkan dengan 
pernyataan dari wakil ketua BPD sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:  
 “Pengawasan dana desa itu, kalau saya selaku BPD, itu laporan 
realisasi pelaksanaan program di desa itu sebelum di bawa ke kabupaten 
, kita seharusnya rapatkan dulu laporan realisasinya, tapi sampai saat 
ini kami menunggu dan sudah 3 kali kami mendesak, saya tidak tahu 
bagaimana, apakah memang begini aturannya . karena kita ingin betul-
betul melaksanakan tugas dan fungsi kita selaku pengawas/ selaku 
BPD. Laporan realisasi itu sejatinya kita harus tau betul apa yang 
sudah di realisasikan baru kita bawa ke kabupaten supaya kita satu 
bahasa. Ttidak adanya papan informasi atau papan proyek tentang 
rincian dana program itu, karena pada saat di kerja programnya tidak 
ada papan informasi (wakil ketua BPD  19 Maret 2017)” 
 
 Mengenai laporan realisasi APBDesa yang di sepakati bersama oleh 
Pemerintah Desa dan BPD kemudian disampaikan ke Bupati melaui Camat 
sehingga laporan realisasi ABPDesa belum sejalan karena Laporan sudah 
disampaikan sebelum disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa.  Dilanjutkan 
dengan pendapat dari ketua BPD yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
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“Jadi laporan pertanggungjawabannya itu di akhir tahun. Tempatnya 
dimintai laporan keterangan pertanggungjawabannya memang. Kalau 
pertanggungjawabannya di desa itu persemester, tapi klu 
pertanggungjawabannya di BPD itu di akhir tahun (Ketua BPD 19 
Maret 2017)”  
 
 
Berdasarkan hasil penelitian diatas aspek pertanggungjawaban belum 
sepenuhnya efektif, karena tidak semua masyarakt desa dapat berpartisipasi dalam 
proses pertanggungjawaban  tersebut sehingga masyarakat untuk mengetahui atau 
mengakses informasi mengenai laporan realisasi APBDesa selama satu tahun 
anggaran pada tahun 2016 belum dapat di akses dengan mudah. 
Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi di perlukan 
sebuah media tertulis seperti media papan informasi  atau media  online untuk 
menyampaikan laporannya kepada masyarakat. Media informasi sangat efektif 
pada pertanggungjawaban kepada masyarakat luas 
5.3 Aspek Efisiensi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 
 Efisien adalah penggunanaan sumber daya waktu, tenaga dan biaya yang 
dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan yang maksimal. Dalam hal pengelolaan 
keuangan desa penggunaan dana yang optimal sangat menentukan tujuan 
pembangunan desa, jadi aspek ini terkait dua aspek pengelolaan yakni 
perencanaan dan pelaksanaan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan 
sebagai berikut : 
5.3.1 Perencanaan Keuangan Desa 
 Perencanaan yang efisien dalam pengelolaan keuangan desa sangat 
bergantung untuk menjadi pedoaman  pada saat pelaksanaannya sehingga 
penggunaan keuangan desa dapat dioptimalkan  secara menyeluruh baik dari 
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distribusi, transaksi dll.  Pengoptimalan penggunaan keuangan desa ini bertujuan 
agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan mengatur siasat 
dalam hal perencanaannya. Efisien yang dimaksud dalam hal perencanaan adalah 
dapat memanfaatkan sumber daya yang mampu memahami situasi dan kondisi 
desa untuk memaksimalkan  tujuan dalam hal kepentingan publik. Berdasarkan 
penelitian dari beberapa informan dapat duraikan sebagai berikut : 
“Musrembang kan mengenai perncanaan pembangunan, masalah 
pembiayan tidak ada dari kecamatan, semua dari desa, dari aparat desa 
itu sendiri, jadi apa yang di programkan , berapa biaya opersional 
program-programnya. Jadi semua operasional termasuk atk kita 
masukkan, termasuk juga laptop, printer ,Itu yang kita atur bersama 
didalam musrembang (Ketua BPD 27 Februari 2017)” 
 
 Mengenai pembiayaan desa sangat membutuhkan sumber daya manusia 
yang dapat memahami potensi desa, sehingga dalam proses penganggaran biaya 
sumber daya manusia dapat mengefisienkan waktu dan tenaga. Dilanjutkan 
dengan hasil penelitian dari seorang informan sebagai berikut: 
” Setelah Musrembang kami mengadakan rapat di desa untuk mengatur 
penganggarannya, di rapat itu ada  tim khsusus yang mengaturnya dan 
Mengenai APB Desa akan di tetap kan melalui evaluasi dari pemerintah 
kabupaten ( Sekdes Sampulungan 28 Maret 2017)” 
  
 Tim khusus untuk mengatur penganggarannya dapat dikatakan sumber daya 
manusia yang memiliki kemampuan dalam hal penganggaran di Desa 
Sampulungan itu sendiri.   
“… Mengenai Penganggarannya kami baru bisa mengeluarkan estimasi 
pembiayaan setelah terbitnya Juknis dari Pemerintah Kabupaten agar 
dapat mengestimasikan anggaran yang wajar ( sekdes Sampulungan 28 
Maret 2017)” 
  
 Berdasarkan dari segi waktu Perencanaan dari hasil musyawarah yang 
pelaksaannya paling lambat bulan Juni berdasarkan pereturan yang ditetapkan 
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oleh pemerintah. Perencanaan  yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran sangat 
optimal dalam menggunakan waktu sehingga program khuausnya  tahun 2016  
akan langsung dilaksanakan pada tahun anggaran 2016.  
 Berdasarkan  dari segi tenaga dalam proses perencanaannya rata-rata yang 
menghadiri musrembang tersebut adalah orang-orang yang berkompoten dalam 
bidangnya Sehingga dari proses perencanaan program, penyelenggaraan 
pemerintahan, penyusunan APBDesa dan penganggarannya dapat di dimanfaatkan 
secara optimal. 
 Senada dengan yang dikemukakan Mardiasmo (2009:33) yang mengatakan : 
“ Proses perencanan juga melibatkan aspek yaitu partisipasi dalam 
pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan 
alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapain 
tujuan” 
 Berdasarkan dari segi biaya, pembiayaan  telah ditetapkan oleh pemerintah 
kabupaten sebagai standar anggaran.  Juknis yang terbitkan oleh pemerintah 
kabupaten menjadi acuan dalam proses penganggaran sehingga dapat 
mengestimasikan anggaran biaya pada pelaksanaannya dan  acuan ini tidak boleh 
melebihi standar yang di tetapkan kabupaten atau anggaran yang wajar. 
 Berdasarkan beberapa hal diatas dapat menunjukkan indikator efisien pada 
akuntabilitas finansial dalam hal perencanaan keuangan desa  yakni 
memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk tujuan yang maksimal. 
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5.3.2 Pelaksanaan Keuangan Desa  
  
Pelaksanaan keuangan desa juga harus mempertimbangkan waktu dalam 
pelaksaaannya. Berdasarkan dari segi waktu, supaya operasioanl kegiatan berjalan 
lancar dimungkinkan juga kepada pihak ketiga dengan menggunakan tunai, hal ini 
berdasarkan juknis dari BPKP. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut : 
“bahwa pelaksanaan kegiatan biaya operasional rata-rata kami 
menggunakan cash atau tunai kepada pihak ketiga dan pelaksana 
kegiatan (Sekdes Sampulungan 28 Maret 2017)” 
  
Menurut Mahmudi (2009:85) mengatakan bahwa : 
“Konsep efisiensi juga terkait dengan produktivitas. Produktivitas 
perbandingan antara input dan output” 
 Dapat dilihat uraian diatas sudah menunjukkan indikator efisien dari segi 
waktu dalm pembayarannya agar operasional kegiatan berjalan lancar. 
Tabel 5.4 Akuntabilitas Pengelolaan Peuangan Desa di Desa Sampulungan 
ASPEK 
AKUNTABILITAS 
FINANSIAL 
SEHARUSNYA PELAKSANAAN KESIMPULAN 
EKONOMIS  PERENCANAAN 
musyawarah desa yang 
pelaksanaannya paling 
lambat pada bulan Juni 
tahun anggaran berjalan. 
 
 
 PELAKSANAAN 
Penggunaan dana yang 
tidak boros dari segi biaya, 
tenaga dan waktu 
 
 
 PENATAUSAHAAN 
penerimaan dan 
pengeluaran. Bendahara 
Desa melakukan 
 
Muswarah 
perencanaan 
pembangunan Desa 
dilaksananan pada 
tahun anggaran 
2015 
 
 
mengutamakan 
pemasok barang 
yang berasal dari 
pemasok lokal atau 
warga local 
 
pencatatan di 
lakukan dengan 
menggunakan buku 
yang sesuai dengan 
 Ditinjau dari 
beberapa indicator 
ekonomis 
akuntabilitas finansial 
terhadap pengelolaan 
keuangan desa Desa 
Sampulugan  telah  
akuntabel 
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pencatatan secara 
sistematis dan kronologis 
atas transaksi-transaksi 
keuangan yang terjadi 
 
jenis transaksinya. 
 
EFEKTIF  PERENCANAAN 
Perencanaan pembangunan 
dihadiri dan dilaksanakan 
bersama masyarakat dan 
elemen-elemen masyarakat 
 
 
 
Penyusunan APB Desa di 
Sepakati bersama Oleh 
Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa 
 
 PELAKSANAAN 
Semua penerimaan dan 
pengeluaran desa didukung 
oleh bukti yang lengkap 
dan sah serta 
ditandatangani oleh Kepala 
Desa dan Bendahara Desa 
setelah di verifikasi oleh 
Sekertaris Desa 
 
 PENATAUSAHAAN 
Mengumpulkan bukti-bukti 
pengeluaran keuangan desa 
mulai dari benda-benda 
yang bersifat di beli atau 
dibayar harus di sertai 
dengan bukti yang lengkap 
dan sah, 
 
 LAPORAN KEUANGAN 
Penyusunan laporan 
realisasi APBDesa di susun 
oleh Sekertaris Desa 
 
 PERTANGGUNGJAWABAN 
Menyampaikan laporan 
kepada Pemerintah 
 
Seluruh Tokoh dan 
elemen masyarakat 
menghadiri dan  
seluruh Program 
Desa Berpatokan 
pada RPJM desa 
 
Penyusunan APB 
Desa Di sepakati 
Bersama Oleh 
Kepala Desa dan 
BPD 
 
Penerimaan dan 
pengeluaran di 
lakukan dengan 
Kepala desa dan 
Bendahara Desa 
setelah di verifikasi 
oleh Sekertaris Desa 
 
 
 
Seluruh staff turut 
membantu dalam 
mengumpulkan 
bukti-bukti dari 
pengeluaran 
keuangan desa 
 
 
 
Sesuai tugas dan 
fungsi sekertaris, 
penyususnan dibuat 
oleh Sekertaris Desa 
Sampulungan 
Laporan persemester 
telah di laporkan ke 
tingkat kabupaten, 
Ditinjau dari 
indikator efektif 
akuntabilitas finansial 
terkait pengelolaan 
keuangan desa di 
Desa Sampulungan 
tidak sepenuhnya 
akuntabel. Di lihat 
dari segi 
pertanggungjawaban 
terhadap masyarakat 
belum dapat diakses 
dengan mudah 
sehingga efektifitas 
pada 
pertanggungjawaban 
belum dapat 
terpenuhi 
sepenuhnya. 
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kabupaten , BPD dan  
masyarakat  
BPD pada 
pertanggungjawaban 
LKPJ. Namun, 
laporan kepada 
masyarakat belum 
dapat terkakses 
dengan mudah 
EFISIEN  PERENCANAAN 
Mengoptimalkan dan 
Menyusun anggaran sesuai 
dengan juknis yang 
diterbitkan oleh pemerintah 
kabupaten.  
 
 
 
 PELAKSANAAN 
Operasional dimungkinkan 
untuk menggunakan tunai 
agar berjalan lancar. 
 
 
Penyusunan 
anggaran disusun 
oleh orang orang 
yang berkompoten 
sehingga dalam 
perencanaan 
anggaran dapat 
dioptimalkan 
dengan baik. 
Rata-rata 
menggunakan cash 
atau tunai  
Ditnjau dari segi 
efisiensi yang 
menekankan pada 
pengoptimalan 
waktu tenaga dan 
biaya pada 
akuntabilitas 
finansial terhadap 
pengelolaan 
keuangan desa 
telah akuntabel 
Sumber: Berdasarkan hasl penelitian data tahun 2016 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sampulungan 
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, berdasarkan akuntabilitas 
finansial dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
6.1.1 Aspek Ekonomis dalam pengelolaan keuangan desa 
 Aspek ini selalu menekankan sifat kehati-hatian pada penggunaan barang, 
bahasa, waktu atau tidak boros baik dalam hal waktu maupun barang. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang dilihat dari beberapa aspek 
pengelolaann keuangan desa belum ditemukan masalah yang ditinjau dari aspek 
ekonomis pada akuntabilitas finansial dapat dikatakan telah akuntabel. 
6.1.2 Aspek Efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa 
 Aspek ini menekankan pada pengaruh dari setiap aspek pengelolaan yang 
bertujuan dalam hal pembangunan sehingga pengaruh yang ditimbulkan adalah 
hal yang positif bagi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan yang dilihat dari aspek pengelolaan keuangan desa belum dapat 
di katakan sepenuhnya sempurna ditinjau dari salah satu aspek  pengelolaan yakni 
pertanggungjawaban masih sebatas pertanggungjawaban fisik terhadap 
masyarakat namun dalam bentuk laporan belum dapat diakses dengan mudah 
yakni rangkuman dari pengeluaran dan pemasukan keuangan desa pada laporan 
realisasi sehingga masih perlu meningkatkan efektifitas pada aspek 
pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
88 
 
 
6.1.3 Aspek Efisiensi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 
 Aspek ini merupakan salah satu aspek akuntabilitas finansial yang 
menekankan pada pengoptimalan penggunaan sumber daya yang dimanfaatkan 
yakni waktu, tenaga dan biaya sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
aspek efisiensi yang melihat aspek pengelolaan keuangan desa di Desa 
Sampulungan telah menggunakan waktu seoptimal mungkin baik dalam 
perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga aspek efisiensi  telah terpenuhi 
pada aspek pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian aspek 
efisiensi di Desa Sampulungan dapat dikatakan telah akuntabel. 
6.2  Saran 
  Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian 
sasaran maksimal dalam pemberian informasi laporan keuangan desa kepada 
masyarakat desa, maka harus ada pembenahan dalam konsep efektifitas yakni  
untuk memberi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat perlu 
meningkatkan efektifitas dalam memanfaatkan media informasi seperti papan 
informasi atau papan pengumuman, begitu juga dengan media Online seperti 
Website Resmi dari Desa Sampulungan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan 
masyarakat kepada desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, dalam hal media 
online penerapan E-Government (Elektronik Goverment) sangat berguna untuk 
informasi dan kelancaran akses informasi, disisi lain hal ini dapat meningkatkan 
tingkat partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa.
 xiii 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku 
Goris, S. dkk. (2004). Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Bandung : FPPD. 
Harbani, P. (2012). Metode Penelitian Adiminstrasi Publik : Bandung : Alfabeta 
Ilmar, A. (2014). Membangun Negara Hukum Indonesia ; Phinatama Media. 
Kumorotomo, W. (2013). Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa 
Transisi ; penerbit Pustaka Belajar. 
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : 
Andi. 
 
Widjaja, H.A.W. (2002). Pemerintah desa dan administrasi desa Menurut undang 
undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan). Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada. 
 
Wijaya, H.A.W. (2005). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, 
dan Utuh. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 
 
Mahmudi (2011). Akuntansi Sektor Publik : UII Press Yogyakarta 
Ulum, I. (2005). Akuntansi Sektor Publik : UMM 
BPKP. (2015). Juklakbimkondes  
 
Rujukan internet 
Ad-Danusyiri, M.N.H (2015). Implementasi Dana Desa Dalam Otonomi Daerah 
untuk Kemajuan Bangsa. [Online]. Tersedia: 
http://asatirrevolusi.blogspot.co.id/2015/05/implementasi-dana-desa-dalam-
otonomi.html[12 september 2016] 
Desa Sampulungan (2016) [online].Tersedia: 
http://sampulungan.desa.id/index.php/2016/06/17/struktur-organisasi pemer- 
intah-desa/ Diakses tanggal [9 februari 2017] 
Kemendagri  (2014) Perkembangan Paradigma Good Governance [online]. 
Tersedia: :http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-p- 
aradigma-good-governance [18 september 2016] 
KBBI online. (2016 ) [online]. Tersedia: 
http://kbbi.web.id/ 
 xiv 
 
Sari, M. (2016) Tugas dan fungsi Aparat Desa. [online] Tersedia: : 
http://guruppkn.com/tugas-dan-fungsi-aparat-desa/ Diakses tanggal [9 februari 
2017] 
Sumarno, A. (2014)  Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Kualitas 
Pelayanan Di Kantor Bersama System Administrasi Manunggal Satu Atap 
(SAMSAT)Surabaya timur .[Online].Tersedia: 
 https://www.scribd.com/doc/237083908/PENGARUH-PENERAPAN-PRINS- 
IP-AKUNTABILITAS-TERHADAP-KUALITAS-PELAYANAN-DI-KANTOR-
BERSAMA-SISTEM-ADMINISTRASI-MAN-NGGAL-SATU-ATAP-SAMSAT-
SURABAYA-TIMUR  Diakses pada tanggal [11 september 2016]. 
Yulanda, J. (2015) Patologi Birokrasi. [online].Tersedia: 
https://jihanyulanda16.wordpress.com/2013/12/11/patologi-birokrasi/ Diakses 
pada tanggal [11 september 2016]. 
 
Skripsi 
Mulyawan, B. (2009) Skripsi Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap 
Kinerja Organisasi. 
 
Tesis 
Subroto, A. (2008). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . Tesis Magister  pada 
Program Pascasarjana Sains Akuntansi Universitas Diponegoro: tidak diterbitkan. 
 
Peraturan-peraturan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pembangunan Desa 
 
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa 
 
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa 
 
 
 xv 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
APBDESA SAMPULUNGAN 
lampiran 
1 
 
: 
Peraturan Kepala  Desa 
Sampulungan 
  
     
Nomor            : 
   
     
Tanggal           : 
   
     
Tentang         :   Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa  
                   ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APB-DESA )  
PEMERINTAH DESA SAMPULUNGAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 
         
KODE 
REKENING 
URAIAN 
ANGGARAN                  
(RP.) 
KET. 
1 2 4   
1         PENDAPATAN     
1 1       Pendapatan Asli Desa                           -    
1 1 1     Hasil Usaha Desa     
                
                
1 2       Pendapatan Transfer          869.835.000    
1 2 1     Dana Desa           647.163.000    
1 2 2     
Bagian dari hasil pajak dan 
retribusi            26.197.000    
1 2 3     Alokasi Dana Desa           196.475.000    
1 2 4     Bantuan Keuangan                           -    
1 2 4 1   Bantuan Keuangan Provinsi                           -    
1 2 4 2   Bantuan Keuangan Kabupaten                           -    
                
1 3       Pendapatan lain-lain                           -    
1 3 1 
    
Hibah dan Sumbangan dari pihak 
ketiga yang tidak mengikat 
                          -  
  
1 3 2     
Lain-lain pendapatan desa yang 
sah                           -    
                
          JUMLAH PENDAPATAN           869.835.000    
                
2         BELANJA     
2 1       
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa           227.028.000    
2 1 1     Penghasilan tetap dan tunjangan          150.600.000    
2 1 1 1   Belanja Pegawai :     
2 1 1 2   Penghasilan Tetap             88.200.000    
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2 1 1 2 1 
- Penghasilan Tetap Kepala Desa 
1 x 1000000x 12 Bulan             12.000.000  ADD 
2 1 1 2 2 
-Penghasilan Sekretaris Desa 1 x 
750000  x 12 Bulan               9.000.000  ADD 
2 1 1 2 3 
- Kepala  Seksi 3 x 600000  x 12 
Bulan             21.600.000  ADD 
2 1 1 2 4 
- Kepala  Kepala Urusan  2x 
600000  x 12 Bulan             14.400.000  ADD 
2 1 1 2 5 
- Staf Desa   1 x 600000 x 12 
Bulan               7.200.000  ADD 
2 1 1 2 6 
- Kepala Dusun, 4 x 500000   x 
12 Bulan             24.000.000  ADD 
                
2 1 1 3   Tunjangan Perangkat Desa             22.800.000    
2 1 1 3 1 Kepala Desa / Tahun               4.200.000  
Bagi 
hasil 
Pajak  
2 1 1 3 2 Sekretaris Desa / Tahun               3.600.000  
Bagi 
hasil 
Pajak  
2 1 1 3 3 
Kepala Seksi dan Kepala Urusan / 
Tahun 
           12.000.000  
Bagi 
hasil 
Pajak  
2 1 1 3 4 Bendahara Desa /Tahun              3.000.000  
Bagi 
hasil 
Pajak  
                  
2 1 1 4   
Honor Pelaksana tehnis 
pengelolaan Keuangan Desa              16.200.000    
2 1 1 4 1 
Penanggung Jawab / Kepala Desa 
,               3.600.000  ADD 
2 1 1 4 2 Koordinatoor / Sekretaris Desa               3.000.000  ADD 
2 1 1 4 3 Pelaksana Teknis / Kepala Seksi               7.200.000  ADD 
2 1 1 4 4 Bendahara Desa              2.400.000  ADD 
                  
2 1 1 5   
Tunjangan Badan 
Permusyawaratan Desa             23.400.000    
2 1 1 5 1 Ketua = 350000 x 12 Bulan               4.200.000  ADD 
2 1 1 5 2 
Wakil Ketua = 300000 x 12 
Bulan              3.600.000  ADD 
2 1 1 5 3 Sekretaris = 300000 x 12 Bulan               3.600.000  ADD 
2 1 1 5 4 
anggota @ 4 Orang  = 250000 x 
12 Bulan             12.000.000  ADD 
                
2 1 2     Operasional Perkantoran            40.072.000    
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2 1 2 1 1 Belanja barang dan jasa            27.872.000  ADD 
2 1 2 1 2 - Alat Tulis Kantor              4.795.000  ADD 
2 1 2 1 3 - Humas/Pers              3.580.000  ADD 
2 1 2 1 4 - Perjalanan dinas              2.000.000  ADD 
2 1 2 1 5 - Biaya Rapat              1.500.000  ADD 
2 1 2 1 6 - Pemeliharan Kantor               3.397.000  
Bagi 
hasil 
Pajak  
2 1 2 1 7 - Biaya Rekening  listrik,               1.200.000  ADD 
2 1 2 1 8 
`- Honor Panitia Pemeriksa 
Barang               7.200.000  ADD 
2 1 2 1 9 
Honor Kebersihan/Penjaga 
Kantor 1x250000x12              3.000.000    
2 1 2 1 10 `- Penggandaan dan Jilid              1.200.000  ADD 
                
2 1 2 2   Belanja modal            12.200.000    
2 1 2 2 1 - Pengadaan Atap Kantor             10.000.000  ADD  
2 1 2 2 1 - Pengadaan Lemari              2.200.000  ADD  
                  
2         
BOP Lembaga Desa dan 
Lembaga Kemasyarakatan            32.000.000    
2 1 3     Operasional BPD            10.000.000  ADD 
2 1 4     Operasional LPM              5.000.000  ADD 
2 1 5     Operasional PKK              5.000.000  ADD 
2 1 6     
Insentif Imam Dusun @ 4 Orang 
x 250.000            12.000.000  ADD 
                  
2 1 7     
Penyusunnan & 
Pendayagunaan Data Profil 
Desa              4.356.000    
2 1 7 1 1 Honorarium Operator pengolah 
Data Profil Desa              3.200.000  
Silpa 
Tahun 
Lalu 
2 1 7 1 2 
Rapat Validasi dan Analisis Data                 735.000  
Silpa 
Tahun 
Lalu 
2 1 7 1 3 
Publikasi Data Profil Desa                 421.000  
Silpa 
Tahun 
Lalu 
                
2 2       
Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan desa           508.163.000  
Dana 
Desa 
2 2 1     
Pengadaan dan Pemeliharaan 
Lampu Jalan            25.000.000  
Dana 
Desa 
2 2 2     Pembangunan Drainase            43.531.000  Dana 
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Desa 
2 2 3     
Pembangunan Talud             93.550.000  
Dana 
Desa 
2 2 4     
Perintisan Jalan Baru            79.200.000  
Dana 
Desa 
2 2 5     
Pembangunan Jalan Paving Block           241.882.000  
Dana 
Desa 
2 2 6     
Pemeliharaan Lapangan Sepak 
Bola            10.000.000  
Dana 
Desa 
  
2 7     
Pembangunan Tempat Sampah            15.000.000  
Dana 
Desa 
                
2                 
2 3       
Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan              73.000.000  
Dana 
Desa 
2 3 1     
Insentif Parewa              5.000.000  Dana 
Desa 
2 3 2     
Pembinaan Paud-Hi              5.000.000  Dana 
Desa 
2 3 3     
Pembinaan Kegamaan            15.000.000  Dana 
Desa 
2 3 4     
Pembinaan Sosial Budaya            10.000.000  Dana 
Desa 
2 3 5     
Pembinaan Pemuda & Olah Raga            15.000.000  Dana 
Desa 
  3 6     
Pemberian Peralatan Pelampung 23.000.000  
Dana 
Desa 
2                 
2 4       
Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat            51.000.000  
Dana 
Desa 
2 4 1     
Pelatihan Aplikasi Keuangan 
Desa               5.000.000  
Dana 
Desa 
2 4 2     
Pelatihan Kapasitas Petani              5.000.000  
Dana 
Desa 
2 4 3     
Bintek Penguatan Kader Desa               5.000.000  
Dana 
Desa 
2 4 4     
Bintek Peningkatan Kesadaran 
Hukum               6.000.000  
Dana 
Desa 
2 4 5     
Pelatihan Kapasitas Nelayan            10.000.000  
Dana 
Desa 
2 4 6      Perpustakaan Desa             15.000.000  
Dana 
Desa 
  4 7     
Pelatihan Aparatur Pemerintah 
Desa 
             5.000.000  
Dana 
Desa 
2               
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2 5       Bidang tak terduga     
2 5 1     Keadaan darurat     
  5 2     Bencana alam     
                  
          JUMLAH BELANJA           859.191.000    
          Surplus/(Defisit              10.644.000    
                  
3         PEMBIAYAAN     
3 1       Penerimaan Pembiayaan     
3 1 1     SILPA              4.356.000    
3 1 2     
Hasil penjualan kekayaan Desa 
yang dipisahkan.     
  1 3     Pencairan Dana Cadangan     
          JUMLAH (Rp.)              4.356.000    
3                 
3 2       Pengeluaran Pembiayaan     
3 2 1     Pembentukan Dana Cadangan     
  
2 2     
Penyertaan Modal Desa 
(BUMDes)            15.000.000  
Dana 
Desa 
 
        
JUMLAH Netto Pembiayaan 
(Rp.)                           -    
         
      
 
Sampulungan ,    2016  
         
       
KEPALA DESA 
SAMPULUNGAN 
                           
       
HJNURHAEDAH 
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LAPORAN REALISASI 
              LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
         ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APB-
DESA) 
 PEMERINTAH DESA SAMPULUNGAN 
  TAHUN ANGGARAN 2016 
  
           
KODE 
REKENING 
URAIAN 
ANGGARAN                  
(RP.) 
Jumlah 
Realisasi (Rp) 
Lebih 
Kurang 
(Rp) 
KET. 
1 2 4       
1         
PENDAPATA
N         
1 1       
Pendapatan 
Asli Desa 
                          
-        
1 1 1     
Hasil Usaha 
Desa         
                    
                    
1 2       
Pendapatan 
Transfer 
         
869.835.000    854.835.000  
                   
-    
1 2 1     
Dana Desa 
          
647.163.000     632.163.000      
1 2 2     
Bagian dari 
hasil pajak dan 
retribusi 
           
26.197.000       26.197.000      
1 2 3     
Alokasi Dana 
Desa 
          
196.475.000     196.475.000      
1 2 4     
Bantuan 
Keuangan 
                          
-        
1 2 4 1   
Bantuan 
Keuangan 
Provinsi 
                          
-        
1 2 4 2   
Bantuan 
Keuangan 
Kabupaten 
                          
-        
                    
1 3       
Pendapatan 
lain-lain 
                          
-        
1 3 1 
    
Hibah dan 
Sumbangan 
dari pihak 
ketiga yang 
tidak mengikat 
                          
-  
    
  
1 3 2     Lain-lain                                 
 xxi 
 
pendapatan 
desa yang sah 
-  
                    
          
JUMLAH 
PENDAPATA
N 
          
869.835.000    854.835.000  
                   
-    
                    
2         BELANJA         
2 1       
Bidang 
Penyelenggar
aan 
Pemerintahan 
Desa 
          
227.028.000     222.672.000  
                    
-    
2 1 1     
Penghasilan 
tetap dan 
tunjangan 
         
150.600.000    150.600.000  
                   
-    
2 1 1 1   
Belanja 
Pegawai :         
2 1 1 2   
Penghasilan 
Tetap  
           
88.200.000       88.200.000  
                    
-    
2 1 1 2 1 
- Penghasilan 
Tetap Kepala 
Desa 1 x 
1000000x 12 
Bulan  
           
12.000.000       12.000.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 2 2 
-Penghasilan 
Sekretaris 
Desa 1 x 
750000  x 12 
Bulan  
             
9.000.000         9.000.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 2 3 
- Kepala  Seksi 
3 x 600000  x 
12 Bulan  
           
21.600.000       21.600.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 2 4 
- Kepala  
Kepala Urusan  
2x 600000  x 
12 Bulan  
           
14.400.000       14.400.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 2 5 
- Staf Desa   1 
x 600000 x 12 
Bulan  
             
7.200.000         7.200.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 2 6 
- Kepala 
Dusun, 4 x 
500000   x 12 
Bulan  
           
24.000.000       24.000.000  
                    
-  ADD 
                    
 xxii 
 
2 1 1 3   
Tunjangan 
Perangkat 
Desa  
           
22.800.000       22.800.000  
                    
-    
2 1 1 3 1 
Kepala Desa / 
Tahun  
             
4.200.000  
       4.200.000  
                    
-  
Bagi 
hasil 
Pajak  
2 1 1 3 2 
Sekretaris 
Desa / Tahun  
             
3.600.000  
       3.600.000  
                    
-  
Bagi 
hasil 
Pajak  
2 1 1 3 3 
Kepala Seksi 
dan Kepala 
Urusan / 
Tahun 
           
12.000.000  
     12.000.000  
                    
-  
Bagi 
hasil 
Pajak  
2 1 1 3 4 
Bendahara 
Desa /Tahun 
             
3.000.000  
       3.000.000  
                    
-  
Bagi 
hasil 
Pajak  
                      
2 1 1 4   
Honor Pelaksana 
tehnis 
pengelolaan 
Keuangan Desa   
           
16.200.000       16.200.000  
                    
-    
2 1 1 4 1 
Penanggung 
Jawab / Kepala 
Desa ,  
             
3.600.000         3.600.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 4 2 
Koordinatoor / 
Sekretaris Desa  
             
3.000.000         3.000.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 4 3 
Pelaksana Teknis 
/ Kepala Seksi  
             
7.200.000         7.200.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 4 4 
Bendahara Desa 
             
2.400.000         2.400.000  
                    
-  ADD 
                      
2 1 1 5   
Tunjangan 
Badan 
Permusyawarata
n Desa  
           
23.400.000       23.400.000  
                    
-    
2 1 1 5 1 
Ketua = 350000 x 
12 Bulan  
             
4.200.000         4.200.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 5 2 
Wakil Ketua = 
300000 x 12 
Bulan 
             
3.600.000         3.600.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 5 3 
Sekretaris = 
300000 x 12 
Bulan  
             
3.600.000         3.600.000  
                    
-  ADD 
2 1 1 5 4 
anggota @ 4 
Orang  = 250000 
           
12.000.000       12.000.000  
                    
-  ADD 
 xxiii 
 
x 12 Bulan  
                    
2 1 2     
Operasional 
Perkantoran 
           
40.072.000       40.072.000  
                    
-    
2 1 2 1 1 
Belanja barang 
dan jasa 
           
27.872.000       27.872.000    ADD 
2 1 2 1 2 
- Alat Tulis 
Kantor 
             
4.795.000         4.795.000    ADD 
2 1 2 1 3 
- Humas/Pers 
             
3.580.000         2.500.000    ADD 
2 1 2 1 4 
- Perjalanan dinas 
             
2.000.000         2.000.000    ADD 
2 1 2 1 5 
- Biaya Rapat 
             
1.500.000         1.500.000  
                    
-  ADD 
2 1 2 1 6 
- Pemeliharan 
Kantor  
             
3.397.000  
       3.397.000  
                    
-  
Bagi 
hasil 
Pajak  
2 1 2 1 7 
- Biaya Rekening  
listrik,  
             
1.200.000         1.200.000  
                    
-  ADD 
2 1 2 1 8 
`- Honor Panitia 
Pemeriksa Barang  
             
7.200.000         7.200.000  
                    
-  ADD 
2 1 2 1 9 
Honor 
Kebersihan/Penja
ga Kantor 
1x250000x12 
             
3.000.000         3.000.000  
                    
-    
2 1 2 1 
1
0 
`- Penggandaan 
dan Jilid 
             
1.200.000         1.200.000  
                    
-  ADD 
                    
2 1 2 2   
Belanja modal 
           
12.200.000       12.200.000  
                    
-    
2 1 2 2 1 
- Pengadaan 
Atap/Teras 
Kantor Desa 
           
10.000.000  
     10.000.000  
                    
-  
ADD  
2 1 2 2 1 
- Pengadaan 
Lemari 
             
2.200.000  
       2.200.000  
                    
-  ADD  
                      
2         
BOP Lembaga 
Desa dan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
           
32.000.000       32.000.000  
                    
-    
2 1 3     
Operasional BPD 
           
10.000.000       10.000.000  
                    
-  ADD 
2 1 4     
Operasional LPM 
             
5.000.000         5.000.000  
                    
-  ADD 
2 1 5     Operasional PKK                     5.000.000                      ADD
 xxiv 
 
5.000.000  -  
2 1 6     
Insentif Imam 
Dusun @ 4 Orang 
x 250.000 
           
12.000.000       12.000.000  
                    
-  ADD 
                      
2 1 7     
Penyusunnan & 
Pendayagunaan 
Data Profil Desa 
             
4.356.000                      -  
                    
-    
2 1 7 1 1 
Honorarium 
Operator 
pengolah Data 
Profil Desa 
             
3.200.000         3.200.000    
Silpa 
Tahu
n 
Lalu 
2 1 7 1 2 
Rapat Validasi 
dan Analisis Data 
                
735.000           735.000    
Silpa 
Tahu
n 
Lalu 
2 1 7 1 3 
Publikasi Data 
Profil Desa 
                
421.000           421.000    
Silpa 
Tahu
n 
Lalu 
                    
2 2       
Bidang 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
desa 
          
508.163.000     508.163.000  
                    
-  
Dana
Desa 
2 2 1     
Pengadaan dan 
Pemeliharaan 
Lampu Jalan 
           
25.000.000       25.000.000  
                    
-  
Dana
Desa 
2 2 2     
Pembangunan 
Drainase 
           
43.531.000  
     43.531.000  
                    
-  
Dana
Desa 
2 2 3     
Pembangunan 
Talud  
           
93.550.000       93.550.000  
                    
-  
Dana
Desa 
2 2 4     
Perintisan Jalan 
Baru 
           
79.200.000       79.200.000  
                    
-  
Dana
Desa 
2 2 5     
Pembangunan 
Jalan Paving 
Block 
          
241.882.000     241.882.000  
                  
-    
Dana
Desa 
2 2 6     
Pemeliharaan 
Lapangan Sepak 
Bola 
           
10.000.000       10.000.000  
                  
-    
Dana
Desa 
  
2 7     
Pembangunan 
Tempat Sampah 
           
15.000.000       15.000.000  
                  
-    
Dana
Desa 
                    
2                     
2 3       Bidang                 73.000.000                      Dana
 xxv 
 
Pembinaan 
Kemasyarakatan   
73.000.000  -  Desa 
2 3 1     
Insentif Parewa              
5.000.000  
       5.000.000    Dana 
Desa 
2 3 2     
Pembinaan Paud-
Hi 
             
5.000.000  
       5.000.000    Dana 
Desa 
2 3 3     
Pembinaan 
Kegamaan 
           
15.000.000  
     15.000.000    Dana 
Desa 
2 3 4     
Pembinaan Sosial 
Budaya 
           
10.000.000  
     10.000.000    Dana 
Desa 
2 3 5     
Pembinaan 
Pemuda & Olah 
Raga 
           
15.000.000  
     15.000.000    
Dana 
Desa 
  3 6     
Pemberian 
Peralatan 
Pelampung 
           
23.000.000       23.000.000    
Dana 
Desa 
2                     
2 4       
Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
           
51.000.000       36.000.000  
     
15.000.00
0  
Dana 
Desa 
2 4 1     
Pelatihan Aplikasi 
Keuangan Desa  
             
5.000.000         5.000.000  
                    
-  
Dana
Desa 
2 4 2     
Pelatihan 
Kapasitas Petani 
             
5.000.000         5.000.000    
Dana 
Desa 
2 4 3     
Bintek Penguatan 
Kader Desa  
             
5.000.000         5.000.000    
Dana 
Desa 
2 4 4     
Bintek 
Peningkatan 
Kesadaran 
Hukum  
             
6.000.000         6.000.000    
Dana 
Desa 
2 4 5     
Pelatihan 
Kapasitas 
Nelayan 
           
10.000.000                      -  
     
10.000.00
0  
Dana 
Desa 
2 4 6     
 Perpustakaan 
Desa  
           
15.000.000  
     15.000.000  
                    
-  
Dana
Desa 
  4 7     
Pelatihan 
Aparatur 
Pemerintah Desa 
             
5.000.000  
                    -  
      
5.000.000  
Dana 
Desa 
2                   
2 5       
Bidang tak 
terduga         
2 5 1     Keadaan darurat         
  5 2     Bencana alam         
                      
          JUMLAH            O   O    
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BELANJA 859.191.000  
          
Surplus/(Defisit   
           
10.644.000   O   O    
                      
3         PEMBIAYAAN         
3 1       
Penerimaan 
Pembiayaan         
3 1 1     
SILPA 
             
4.356.000   O   O    
3 1 2     
Hasil penjualan 
kekayaan Desa 
yang dipisahkan.         
  1 3     
Pencairan Dana 
Cadangan         
          
JUMLAH (Rp.) 
             
4.356.000   O   O    
3                     
3 2       
Pengeluaran 
Pembiayaan         
3 2 1     
Pembentukan 
Dana Cadangan         
  
2 2     
Penyertaan Modal 
Desa (BUMDes) 
           
15.000.000       15.000.000   O  
Dana 
Desa 
 
        
JUMLAH Netto 
Pembiayaan 
(Rp.) 
                          
-        
           
      
Sampulungan ,    31 Desember 
2016 
  
           
       
KEPALA DESA 
SAMPULUNGAN 
  
           
           
           
       
Dra. Hj. Nurhaedah 
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